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PUTUSAN  

Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara 

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

perkara gugatan antara : 

1. TEGUH BUDI CHRISTANTO, ST , jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, 

Tempat tanggal lahir di  Pametikarata, 19 Oktober 1986, Pekerjaan  

karyawan Honorer, dahulu beralamat di Jalan Lakujo, Perumahan 

Pondok Indah Matani V. 75, RT.022/RW.007 Kelurahan  Penfui Timur, 

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, lalu beralamat di 

Matawai Kecamatan Kota Waingapu dan sekarang beralamat di Jalan 

Rihi Eti RT.21/RW.002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, 

Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat I; 

2. YUNITA ASTRI GALLA. SE, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Tempat 

tanggal lahir di Kambaniru, 24 Juni 1987, beralamat di Jalan Rihi Eti 

RT.21/RW.002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten 

Sumba Timur, sebagai Penggugat II; 

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat,  

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Umbu Tonga Ndapa 

Erang, S.H, AndriasTamu Ama, S.H dan Adrianus Gabriel, S.H berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Januari 2020, yang telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan Nomor 

10/HK.01/Pdt/SK/I/2020, tanggal 24 Januari 2020; 

 

M e l a w a n 

 

1. HENDRIKA FENNY KORE MEGA, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, 

Pekerjaan Guru, beralamat di Kambaniru, RT.21/RW.6, Kelurahan 

Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai 

Tergugat I; 

2. DIANA MATHIUS KORE MEGA, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, 

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ASN, beralamat di Kambaniru, RT.21/ 

RW.6, Keluarahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba 
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Timur, sebagai Tergugat II; 

3. YUNISKA MATHIUS KORE MEGA, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, 

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ASN, beralamat di Batakapidu, RT.02 / 

RW.1, Desa Batakapidu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten 

Sumba Timur, Sebagai Tergugat III; 

4. CHRISTIN NATALIA KORE MEGA, jeniskelamin Perempuan, agama Hindu, 

PekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ikan Mas Blok H, 

Nomor 13, RT.40/RW.07, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota 

Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai Tergugat IV;  

5. ELVYS DJAMI KORE MEGA, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan 

Wiraswasta, beralamat di Kambaniru, RT.04/RW.01, Kelurahan 

Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai 

Tergugat V; 

6. MARYANTO KORE MEGA, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan -

,beralamat di Kambaniru, RT.04/RW.01, KelurahanKambaniru, 

Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, sebagaiTergugat VI; 

7. ANDI AGUS KORE MEGA, jenis kelaminLaki-laki, agama Kristen, Pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil/ASN, beralamat di Kambaniru, RT.04/RW.01, 

Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, 

Sebagai Tergugat VII; 

8. AYMERIC APRIYADI KORE MEGA, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, 

Pekerjaan Perawat, beralamat di Kambaniru, RT.04/ RW.01, Kelurahan  

Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai 

Tergugat VIII; 

9. KAREL YANCE KORE MEGA, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, 

Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kambaniru, RT.21/RW.6, 

Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, 

Sebagai Tergugat IX;  

10. ATNIEL YANCE KORE MEGA, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, 

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kambaniru, RT.21/RW.6, 

Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, 

Sebagai Tergugat X; 

11. JEFRI YANCE KORE MEGA, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan 

Wiraswasta, beralamat di Kambaniru, RT.21/RW.6, Kelurahan 

Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai 

Tergugat XI; 

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 
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Dalam hal ini Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada: 

1. Freedom Radjah, S.H., dan Jefry A. Lado, S.H., berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus, tertanggal 5 Februari 2020, yang telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan Nomor 

16/HK.02/Pdt/SK/II/2020, tanggal 6 Februari 2020; dan 

2. Matius K. Remijawa, S.H., dan Raymond Armando Letidjawa, S.H., M.H., 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Mei 2020, yang telah 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II 

dengan Nomor 45/HK.02/Pdt/SK/V/2020, tanggal 28 Mei 2020; 

 

Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca: 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 7/Pdt.G/2020/PN 

Wgp tanggal 24 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; 

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 7/Pdt.G/2020/PN 

Wgp, tanggal 2 Juni 2020 tentang Penggantian Majelis Hakim; 

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; 

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 

22Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Waingapu pada tanggal 24 Januari 2020 dalam Register Nomor 7 

/Pdt.G/2020/PNWgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat I pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 telah 

yang membeli sebidang tanah pekarangan dari saudara Doktorandus 

YULIUS KORE MEGA, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 785 / Kel. 

Kambaniru atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat 

Ukur/Gambar Situasi tanggal 20 November 2000 No. 09 / Kambaniru / 

2000, seluas1.670 meter persegi (seribuh enam ratus tujuh puluh meter 

persegi) yang terletak di RT. 21 / RW. 002, Kelurahan Kambaniru, 

Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan harga Rp. 

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 

278/Desember 2010; 

2. Bahwa selanjutnya Penggugat I juga pada hari Kamis tanggal 02 

Desember 2010 tersebut telah pula yang membeli sebidang tanah 
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pekarangan dari saudara Doktorandus MELKIANUS KORE MEGA, 

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 786 / Kel. Kambaniru  atas 

sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur/Gambar 

Situasi tanggal 20 November 2000 No. 10/Kambaniru/2000, seluas1.700 

meter persegi (seribuh tujuh ratus meter persegi) yang terletak di RT. 21 / 

RW. 002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten 

Sumba Timur, dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 

berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 277/Desember 2010; 

3. Bahwa setelah transaksi jual beli tanah tersebut, kedua bidang tanah 

tersebut beralih atas nama Penggugat I, setelah itu Penggugat I pergi 

merantau, sehingga yang mengurus tanah tersebut adalah ibu 

Penggugat I; 

4. Bahwa pada tahun 2013 dilakukan pengukuran pengembalian batas dan 

dari hasil pengukuran pengembalian batas tersebut sebagian tanah milik 

Penggugat I yang dibagian Timur telah dikuasai oleh Para Tergugat 

dengan cara membuat bengkel, membuat 2 (dua) buah kuburan, dan 

rumah tinggal diatasnya, namun atas permasalahan tersebut Penggugat I 

tidak mempermasalahkannya karena antara Penggugat I dan Para 

Tergugat masih memiliki hubungan kekeluargaan; 

5. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat I dan Penggugat II menikah dan 

setelah menikah Para Penggugat membangun rumah dan toko di kedua 

bidang tanah tersebut membangun rumah tinggal parmanen dan took 

diatasnya, selanjutnya membuat pagar tembok keliling sebagai pagar 

batasnya, namun pada tahun 2019 saat Para Penggugat hendak 

membuat pondasi pagar kekeliling pembatas untuk tanah dibagian Timur 

tersebut dihalang-halangi oleh Para Tergugat, namun Para Penggugat 

tetap menganggap Para Tergugat sebagai keluarga maka Para 

Penggugat membuat pondari di bagian Timur (sudut) batas dengan 

bagian selatan sesuai keinginan Para Tergugat dengan bentuk di tarik 

lurus dari sudut bagian Selatan kearah bagian Utara dengan membentuk 

huruf L (huruf. EL) untuk menghindari dua buah kuburan dan bengkel, 

namun hal tersebut masih dihalang-halangi oleh Para Tergugat, sehingga 

Para Penggugat membuat model smoot atau sedikit diluruskan, namun 

Para Tergugat tetap dan terus menghalang-halangi Para Penggugat 

sehingga Para Penggugat tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembuatan 

Pondasi pagar dan menaikan tembok, atas permasalahan ini Para 

Penggugat melaporkan di Pemerintah Kelurahan Kambaniru dan di 
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Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk di mediasi dan tidak 

membuahkan hasil apapun; 

6. Bahwa setelah dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik 

Para Penggugat dengan Tanah Milik Mathius Kore Mega (No. Hak 

00243) pada tahun 2019 atas Permohonan Penggugat II selaku istri, 

ternyata Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 785, tanggal 2-11-

2000, Surat Ukur Nomor: 09/Kambaniru/2000, NIB 24.11.07.03.124475, 

sebagiannya telah dikuasai dan di miliki secara tanpa hak oleh Para 

Tergugat dengan cara membangun rumah bengkel, membuat 2 (dua) 

buah kuburan dan membangun rumah diatasnya, yaitu berukuran 

Panjang 87 meter (delapan puluh tujuh meter) dan Lebar 3 meter (tiga 

meter) atau seluas kurang lebih 249 meter persegi (dua ratus empat 

puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kambaniru Jalan RihiEti, 

RT. 21 / RW. 002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, 

Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:  

- Timur  : Tanah milik Mathius Kore Mega. 

- Barat  : Tanah milik Para Penggugat. 

- Selatan  :Tanah milik Willa Rabe. 

- Utara  : Jalan Raya Kambaniru. 

Selanjutnya tanah dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana 

tersebut pada poin (6) ini disebut TANAH OBYEK SENGKETA; 

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas oleh karena antara Penggugat 

I dengan Para Tergugat masih memiliki hubungan kekeluargaan maka 

atas permasalahan ini telah beberapa kali dilakukan mediasi secara 

keluarga sampai kepada pemerintah kelurahan dan di Kantor Pertanahan 

namun hal tersebut tidak membuahkan hasil apapun, sehingga jalan 

satu-satunya adalah menyelesaikan secara hokum permasalahan ini di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu; 

8. Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai dan memiliki secara tanpa 

hak Tanah Obyek Sengketa dengan cara membangun rumah bengkel, 

membuat kuburan, membangun rumah tinggal diatasnya adalah 

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang diatur dalam 

pasal 1365 KUHPerdata “tiap perbuatan melawan hukum yang 

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”, yang 

telah membawa kerugian kepada Para Penggugat;  
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9. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat maka 

sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan dalam 

perkara ini Para Penggugat, memohon putusan yang dapat dijalankan 

terlebih dahulu (Uitvoerbarbijvoorraad) meskipun terjadi Verzet, Banding 

maupun Kasasi;  

10. Bahwa untuk menjamin TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara ini 

tidak di pindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik 

sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan Negeri Waingapu 

meletakan Sita Jaminan di atas Tanah Obyek Sengketa; 

11. Bahwa agar Para Tergugat secara sukarela melaksanakan isi putusan 

pengadilan ini nantinya, maka Para Penggugat memohon Pengadilan 

Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum 

Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para 

Pengagugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, 

apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 

14 (empat belas) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai 

dilaksanakan. 

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, denganini Para 

Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri 

Waingapu Kelas II untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para 

pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan hukum Sah Tanah Obyek Sengketa, berukuran Panjang 87 

meter (delapan puluh tujuh meter) dan Lebar 3 meter (tiga meter) atau 

seluas kurang lebih 249 meter persegi(dua ratus empat puluh sembilan 

meter persegi), yang terletak di Kambaniru Jalan Rihi Eti, RT. 21 / RW. 

002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba 

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: 

- Timur  : Tanah milikMathius Kore Mega. 

- Barat  : Tanah milik Para Penggugat. 

- Selatan  :Tanah milik Willa Rabe. 

- Utara  : Jalan Raya Kambaniru. 

Yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari 

Sertifikat Hak Milik Nomor: 785, tanggal 2-11-2000, Surat Ukur Nomor: 

09/Kambaniru/2000, NIB 24.11.07.03.124475 ADALAH SAH MILIK 

PENGGUGAT I dan ISTRINYA PENGGUGAT II; 
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3. Menyatakan hukumtindakan Para Tergugat menguasai dan memiliki 

secara tanpa hak Tanah Obyek Sengketa dengan cara membangun 

rumah bengkel, membuat kuburan, membangun rumah tinggal diatasnya 

adalah Perbuatan Melawan Hukum (OnrechtmatigeDaad) yang telah 

membawa kerugian kepada Para Penggugat; 

4. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat 

hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek 

Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan 

lengkap, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan dari Kepolisian 

Resor Sumba Timur; 

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu 

(Uitvoerbarbijvoorraad) meskipun terjadi Verzet, Banding maupun Kasasi; 

6. Menyatakan sah dan tetap berharga “Sita Jaminan” yang dilakukan oleh 

Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dalam perkaraini; 

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar 

uang paksa(dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-

(satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi 

isi putusan ini nantinya terhitung 14 (empat belas) hari sejak isi putusan 

ini ucapkan sampai dilaksanakan; 

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul 

dalam perkara ini; 

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para 

Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya di persidangan ; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian 

diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 

Tahun 2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Richard 

Edwin Basoeki, SH.,MH,Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai 

Mediator; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Maret 2020, 

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dalam perkara 

ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat 

menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan tersebut; 

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat 

telah menyampaikan Jawaban atau Eksepsi pada persidangan tanggal 7 April 

2020, sebagai berikut: 
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A. DALAM ESKEPSI 

1. Gugatan Para Penggugat Error in Persona, sebagai berikut: 

- Bahwa yang bertindak sebagai salah satu Penggugat adalah 

Penggugat II (YUNITA ASTRI GALLA, SE) yang dalam hal ini 

Sebagai Istri Sah dari Penggugat I, Sebagaimana dalil gugatan 

para penggugat pada point 5 (lima) yang mendalilkan “bahwa pada 

tahun 2014 Penggugat I dan Penggugat II menikah dan setelah 

menikah Para Penggugat membangun rumah tinggal permanen 

dan took diatas... dstnya” Sedangkan pada Dalil/argumen para 

Penggugat pada point 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) para 

penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I membelitanahtersebut 

(obyek sengketa) sejak tanggal 2 Desember 2010, dengan 

demikian para Penggugat secara tegas mengakui bahwa tanah 

tersebut (obyek sengketa) adalah dibeli dan dimiliki oleh 

Penggugat I secara hukum sebelum dilangsungkan perkawinan 

dengan penggugat II, dengan demikian maka obyek sengketa 

tersebut adalah hasil pembelian Penggugat I, tidak  bersama-sama 

dengan Penggugat II dalam melakukan pembelian sebagaimana 

dalil / argument para Penggugat. Apabila dikaitkan dengan harta 

dalam suatu perkawinan yang sah, maka tanah (obyek sengketa) 

yang dibeli oleh Penggugat I pada tanggal  2 Desember 2010 

merupakan harta bawaan yang dibawah dalam suatu perkawinan 

yang sah oleh Penggugat I. 

Dengan demikian maka kedudukan hukum Penggugat II dalam 

perkara ini merupakan orang yang tidak memenuhi Syarat 

(diskualifikasi) karena Penggugat II tidak berhak atau tidak 

memiliki hak untuk itu, dengan demikian maka Penggugat II dapat 

dikategorikan Diskualifikasi In Persona. 

- Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis 

Consortium), sebab sepatutnya para Penggugat juga menggugat 

Ahli Waris dari Julius Kore Mega, selaku pihak yang mejual tanah 

(obyek sengketa) tersebut kepada Penggugat I, bahwa perlunya 

Ahli Waris dari Julius Kore Mega ditempatkan sebagai pihak dalam 

perkara, agar dapat menjelaskan secara pasti dan demi hokum 

tentang Letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah yang 

disengketakan oleh Penggugat vide.  
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- Bahwa sesuai dengan tertib hukum Acara Perdata, gugatan 

Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang 

pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini menjadi 

pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 

K/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1975, yang menegaskan: 

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil 

harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Demikian pula bahwa 

dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975, tanggal 

8 Juni 1976, menyatakan :“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan 

ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang 

seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”. 

(Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor.1125 / K / Pdt / 1984) yang 

menyatakan Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara. 

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat V s/d 

Tergugat XI merupakan suatu gugatan yang keliru (gemisaan 

hoedanigheid) bahwa faktanya yang menempati obyek sengketa 

adalah Tergugat I s/d Tergugat IV karena Warisan, dengan 

demikian menempatkan Tergugat V s/d Tergugat XI sebagai para 

pihak dalam perkara ini merupakan suatu gugatan yang keliru, 

karena tidak tepat orang yang didudukan sebagai Tergugat / salah 

sasaran. 

2. Gugatan Para Penggugat Error in Objecto. 

- Bahwa Gugatan Para Penggugat telah salah dalam menempatkan 

obyek sengketa dalam perkara aquo.  

- Bahwa tanah milik alm. Mathius Kore Mega yang dijadikan obyek 

sengketa oleh Para Penggugat telah bersertifikat sejak tahun 1987 

dan pada seluruh batas-batas tanah tersebut telah pula ditanami 

pepohonan sebagai pagar hidup yang ada hingga saat ini serta 

tidak pernah mengalami perubahan luas dan batas-batasnya.  

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang mengklaim bahwa 

sebagian tanah milik Para Penggugat pada bagian Barat diambil 

oleh Para Tergugat, yang dalam hal ini ahli waris dari alm. Mathius 

Kore Mega akan berdampak pula pada tanah milik Karel Kore 

Mega dan mengakibatkan hilangnya jalan setapak pada bagian 

Barat dari tanah milik Karel Kore Mega yang ada jauh sebelum 

tahun 1987 atau sebelum diterbitkan Sertifikat atas tanah milik 

Karel Kore Mega dan tanah milik alm. Mathius Kore Mega, 
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sehingga seharusnya seharusnya Para Penggugat menempatkan 

obyek sengketa pada bagian Timur dari tanah milik Para 

Penggugat;  

- Bahwa dengan demikian maka jelas bahwa gugatan Para 

Penggugat error in objecto. Hal mana dalam suatu gugatan 

keperdataan yang error in objecto akan menghasilkan Putusan 

yang non-executable, atau putusan yang tidak dapat dieksekusi, 

sehingga setiap gugatan keperdataan yang mengalami error in 

harus dinyatakan tidak dapat diterima; 

3. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil 

- Selanjutnya Menurut Yahya Harahap bahwa surat gugatan Para 

Penggugat Cacat secara formil, sebab hal-hal penting tentang 

gugatan harus memenuhi syarat formil, yakni :gugatan didaftarkan 

di Pengadilan Negeri sesuai kewenangan relatif, surat gugatan 

diberi tanggal, surat gugatan ditandatangani oleh penggugat atau 

kuasanya serta adanya identitas para pihak. 

- Bahwa Surat gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat 

secara formil sebab surat gugatan yang telah didaftarkan di 

Pengadilan Negeri Kelas II Waingapu dengan nomor perkara 

7/Pdt.G/2020/PN.Wgp, tertanggal 24 Januari 2020 tidak SAH, 

karena tidak dibubuhi tandatangan oleh Para Penggugat atau 

Kuasanya dalam surat gugatan tersebut. 

- Bahwa keabsahan suatu surat Gugatan berdasarkan Pasal 8 ayat 

(3) Rv (reglement of de reachtsvordering), yakni suatu surat 

Gugatan harus memenuhi syarat formil dan materil, hal mana 

syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri 

sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani 

oleh Penggugat atau Kuasanya serta adannya identitas para 

pihak; sedangkan syarat materillnya didasar Gugatan / tuntutan 

(fundamentum petendi) dan tuntutan (petitum) Penggugat yang 

nantinya diputuskan oleh Hakim berdasarkan gugatan atau dasar 

tuntutan tersebut; 

 

4. Gugatan Para Penggugat ObscuurLiebel 

- Bahwa title Gugatan Penggugat adalah Gugatan Hak Milik Atas 

Tanah, sedangkan dalam uraian posita gugatan (point ke-8) 

menguraikan tentang perbuatan melawan hukum dan dalam 
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Petitum (point ke-3) menuntut agar Para Tergugat dinyatakan 

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menjadi tidak 

jelas / kabur antara title gugatan, posita gugatan dan petitum, oleh 

karenanya gugatan yang demikian patutlah ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;  

- Bahwa dalam uraian posita maupun petitum Penggugat telah 

menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun 

Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas nilai 

kerugian rill yang dialami Penggugat sebagai suatu unsure esensi 

dari suatu gugatan perbuatan melawan hukum; hal mana suatu 

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-

unsur, yakni: (adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut 

melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya 

kerugian rill bagi korban, adanya hubungan kausal antara 

perbuatan dan kerugian);  

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas 

tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-

masing Tergugat; hal mana Penggugat telah menggugat 11 

(sebelas) orang Tergugat dengan dalil bahwa  11 (sebelas) orang 

Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara 

menguasai sebagian tanah milik Penggugat (tanah obyek 

sengketa), akan tetapi yang menguasai tanah obyek sengketa 

hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III sampai 

dengan Tergugat XI tidak memiliki hubungan hokum dengan tanah 

obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat yang tidak 

mengguraikan perbuatan melawan hokum seperti apa????? yang 

dilakukan Tergugat III sampai dengan Tergugat XI harus 

dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum gugatan 

Penggugat Obscuurliebel; 

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka surat gugatan para 

Penggugat, mempunyai akibat hukum: 

- Gugatan para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh 

karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil. 

- Dengan demikian maka Gugatan para Penggugat harus dinyatakan 

tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard). 
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B. DALAM POKOK PERKARA 

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil 

gugatan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas 

kebenarannya oleh Para Tergugat. 

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi 

diatas Mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak 

terpisahkan (bagian integral) dengan dalil-dalil dalamPokok Perkara 

ini.  

3. Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya pada point 4 (empat) 

mendalilkan: 

“Bahwa pada tahun 2013 dilakukan pengukuran pengembalian batas 

dan dari hasil pengukuran pengembalian batas tersebut sebagian 

tanah milik Penggugat I yang dibagian Timur telah dikuasai oleh para 

Tergugat dengan cara membuat bengkel, membuat 2 (dua) kuburan 

dan rumah tinggal diatasnya, namun atas permasalahan tersebut 

Penggugat I tidak MEMPERMASALAHKANNYA karena antara 

Penggugat I dan Para Tergugat masih memiliki hubungan keluarga”. 

Bahwa dalil para Penggugat pada point 4 (empat),  merupakan suatu 

dalil yang tidak lengkap dan bertentangan dengan fakta, sebab para 

Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan, siapa dan 

bagaimana  caranya Tergugat I s/d XI menguasai tanah milik 

Penggugat I pada bagian Timur, dan kapan, siapa serta atas 

persetujuan siapa Tergugat I s/d XI membuat bengkel, membuat 2 

(dua) buah kuburan dan membangun rumah tinggal diatas tanah yang 

diklaim oleh Penggugat I. 

Perlu dijelaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa sebelum 

pengembalian batas tahun 2013 yang dilakukan oleh Penggugat I, 

sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 almarhum (bpk, Mathius 

Kore Mega) telah membangun kios berukuran 3 x 5 = 15 m2, di tahun 

2010 dirubah menjadi bangunan bengkel hingga saatini. Pada tahun 

2009 almarhum bpk, Mathius Kore Mega membangun sebuah 

bangunan rumah tinggal untukTergugat II dan ditempati hingga saatini, 

pada tahun 2010 ibu dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV 

(almarhumah. Ibu Martha DJ. Radja) meninggal dunia dan 

dimakamkan di samping bengkel tersebut atas dasar kesepakatan 

keluarga besar Kore Mega dan keluarga besar Djuru Radja. Pada 

tahun 2012 almarhum bpk. Mathius Kore Mega meninggal dunia dan 
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atas kesepakatan Keluarga besar Kore Mega dimakamkan disamping 

bengkel, tepatnya persis disamping makam istri (almarhumah. Martha 

Djuru Radja). Dalam musyawarah keluarga besar Kore Mega terkait 

penentuan tempat makam kedua orangtua kami juga dihadiri oleh Ibu 

kandung dari Penggugat I dan saudara kandungnya dalam hal ini 

adalah saudara Melkianus Kore Mega yang notabene adalah pemilik 

SHM no. 786. Pada saat itu sdra. Melkianus Kore Mega dan ibu 

kandung Penggugat I tidak menjelaskan dihadapan keluarga besar 

bahwa tanah tersebut adalah hak Penggugat I dan II yang telah 

diperjualbelikan pada tahun 2010 menurut AJB Nomor : 277/Desember 

2010. Dalam pengembalian batas yang dilakukan oleh Penggugat I 

pada tahun 2013 tidak melibatkan Tergugat I dan II sebagai ahli waris 

dari almarhum bpk, Mathius Kore Mega. 

Bahwa faktanya tanah yang diklaim oleh Penggugat I yang dijadikan  

obyek sengketa, merupakan tanah Warisan dari Orang Tua Tergugat I 

s/d Tergugat IV, dengan letak, luas dan batas-batas sesuai SHM 

No.243 / 1987, sehingga dalil/argument Penggugat pada point 4 

(empat) yang menyatakan bahwa tanah milik Penggugat I yang 

dibagian Timur telah dikuasai oleh para Tergugat patutlah 

ditolak/dikesampingkan. 

Bahwa faktanya Tergugat V s/d Tergugat XI tidak pernah menguasai / 

memiliki tanah sengketa sebagaimana dalil/argument Penggugat I 

dalam surat gugatannya, dengan demikian dalil / argumen para 

Penggugat patutlah ditolak/dikesampingkan. 

Sedangkan faktanya yang menguasai / menempati tanah sengketa 

bukanlah Tergugat I s/d Tergugat XI, karena masing-masing Tergugat 

menempati/menguasai dan memiliki obyek masing-masing karena 

warisan, dengan demikian para Tergugat menuntut para Penggugat 

untuk membuktikan dalil tersebut.  

Selanjutnya pada bagian akhir dari dalil para Penggugat point 4 

(empat) secara tegas menyatakan “namun atas permasalahan 

tersebut Penggugat I tidak mempermasalahkannya karena antara 

Penggugat I dan para Tergugat masih memiliki hubungan keluarga” 

sehingga dengan demikian Penggugat I sudah secara tegas 

menyatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut dengan alas an 

masih memiliki hubungan keluarga, namun disisi lain Penggugat I 

mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga hal ini menjadi 
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kontradiksi antara pengakuan dalam salah satu point gugatan dan 

perbuatan mengajukan gugatan. 

4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada point 5 (lima) para 

Tergugat menuntut para Penggugat untuk membuktikan perbuatan 

materill Tergugat I s/d Tergugat IV (ahli waris dari alm. Mathius Kore 

Mega) dan Tergugat V s/d Tergugat XI yang menghalang-halangi 

pembuatan pondasi tersebut, sebab menurut para Tergugat,               

Tergugat I s/d Tergugat XI memiliki tempat inggal yang berbeda-beda, 

bahkan tempat tinggal beberapa Tergugat berbeda pulau dengan 

obyek sengketa, sehingga bagaimana para Penggugat 

menggeneralisir bahwa Tergugat I s/d Tergugat XI lah yang 

menghalang-halangi pembangunan pondasi tersebut secara 

materil, dengan demikian para Tergugat menolak secara tegas 

dalil tersebut.  

5. Bahwaselanjutnyaterhadapdalil / argument para penggugat pada point 

6 (enam) yang mendalilkan : 

“... sebagiannya telah dikuasai dan dimilikisecaratanpahak oleh para 

tergugatdengancaramembangunrumahbengkel, membuat 2 (dua) 

buahkuburan dan membangunrumahdiatasnya, 

yaituberukuranpanjang87 meter (delapanpuluhtujuh meter) dan lebar 

3 (tiga) meter atauseluaskuranglebih 249 meter ... dtsnya)” 

 

Bahwamenurut para tergugattanahseluas 249 meter denganukuran 3 

meter x 87 meter,  yangdiklaim oleh para 

penggugatsebagaitanahmiliknya, tidaklahtepatsebab pada 

bagianbarattanah yang dibeli oleh penggugat I melaluiSdra. 

MELKIANUS KORE MEGA tidakditunjukbatas-batastanah pada 

saatjualbelisehingga pada saat para penggugatmembangunpagar juga 

tidakmelakukankoordinasidenganpemilikbatastanah pada bagianbarat, 

oleh karenanyaketikatanahpenggugat I mengalamikekuranganlebar 3 

meter x 87 meter, penggugat I mengkomplainbahwa para tergugatlah 

yang telah menguasaitanah 3 meter x 87 meter,  

bahwasesungguhnyatanah yang kuasai oleh tergugat I s/d IV 

merupakantanahwarisandenganbatas-batas yang sejakdahulu kala 

tidakpernahadaperubahansampaidengangugatanperkarainidiajukan, 

sebab para tergugatmengetahuisecarapastibatas – 

batastanahtersebut, yang akandibuktikandenganketerangansaksi, 

saatsidangpembuktian.  
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Dengandemikiansecarategas para tergugat MENOLAK daliltersebut, 

sebab para tergugattidakpernahmenguasai / 

memilikitanahsecaratanpahak yang diklaim oleh para penggugat, 

bahwa yang menempati dan menguasaisertamemilikitanah yang 

dijadikanobyeksengketa oleh para penggugatbukanlah para 

tergugatnamunhanyatergugat I s/d tergugat IV yang menempati, 

menguasai dan memilikitanahtersebutberdasarkanwarisan, sesuai 

SHM No.243 / 1987 dari orang tuanyaAlm. MATIUS KORE MEGA. 

Sehinggadalil / argumen para 

penggugattersebuttidaklahtepatkarenamenggeneralisirperbuatantergu

gat I s/d tergugat XI yang menguasaitanahobyeksengketa. 

6. Bahwaterhadapdalil / argumen para penggugat pada point 7 (tujuh) 

secarategasditolak oleh para tergugat, 

sebabupayamediasisebagaimana yang didalilkan oleh para 

penggugattidakterlaksana; 

7. Sedangkandalil para penggugat pada point 8 (delapan) yang 

secarategasmenyatakanbahwaperbuatan para 

tergugatmerupakanperbuatanPerbuatanMelawan Hukum 

berdasarkanpasal 1365 KUHPerdata, merupakandalil/argument yang 

tidaktepatsebabtanah yang dikuasai, dimiliki oleh Tergugat I s/d 

Tergugat IV merupakantanahwarisan yang diperolehdarialm. Mathius 

Kore Mega, yang mana alm. Mathius Kore Mega juga menempati, 

menguasai dan memilikitanahtersebutmerupakanwarisandarialm. Karel 

Kore Mega, dimanaalm. Karel Kore Mega telah 

membagiwarisankepadaanak-anaknyasesuaidenganbatas-batas dan 

luasnya dan tidakpernahdipermasalahkan oleh anak-anaknya, 

bahkanalm. Karel Kore Mega melaranganak-

anaknyauntukmenjualtanahwarisantersebut, dengandemikiandalil Para 

Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugatmenguasai dan 

memilikisecaratanpahaktanahobyeksengketamerupakandalil yang 

tidaktepat dan patutlahdikesampingkan. Selainitu juga 

dalilpositagugatan pada point inibertentangan pula denganposita pada 

point lainnya, sebab para 

penggugattidakmenguraikansecarategas/jelastentangkerugian yang 

dialami oleh para penggugat, 

baiksecaramaterilmaupunimaterildengandemikiandalilgugatan yang 

demikianpatutlahditolak/dikesampingkan oleh Majelis Hakim. 
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8. Bahwaterhadapdalil / argument para penggugat pada poit 9 

(sembilan), point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) 

secarategasditolak oleh para tergugatsebabObyek yang 

disengketakansama-samamemilikibukti alas hak (rechtstitel) yang 

masihdiujikebenarannyabaiksecaraformilmaupunmateril. 

Makaberdasarkanuraian-uraian Para Tergugatdiatas, Para 

TergugatMemohonKiranya Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan 

MengadiliPerkara a quo, berkenanmemberikanPutusan, sebagaiberikut : 

 

DALAM EKSEPSI : 

- Menerima dan MengabulkanEksepsi Para Tergugatuntukseluruhnya. 

- MenyatakanGugatan Para Penggugattidakdapatditerima ; 

 

DALAM  POKOK  PERKARA : 

- MenolakGugatan Para PenggugatUntukSeluruhnyaatausetidak-

tidaknyamenyatakanGugatan Para PenggugatTidakDapatDiterima 

(NietOnvankelijkVerklaard). 

- Menghukum Para Penggugatuntukmembayarbiaya yang 

timbuldalamPerkaraini. 

AtauapabilaMajelis Hakim berpendapatlain, Mohon Putusan Yang Seadil -

adilnya. 

 

Menimbang, bahwa terhadap jawaban ParaTergugat, Para Penggugat 

telah mengajukan Replik tertanggal13 April 2020; 

 Menimbang, bahwa terhadap ReplikdariPara Penggugattersebut, Para 

Tergugat telah mengajukanDupliktertanggal 23 April 2020; 

Menimbang, bahwauntukmenguatkandalil-dalilgugatannyaPara 

Penggugatdi persidangan telah mengajukanbuktisuratberupa: 

1. FotocopySertifikatHak Milik No.786, atasnamaTeguh Budi Christanto, ST, 

selanjutnyadiberitanda P.1; 

2. Fotocopy Surat AktajualbeliNomor 277/Kambera/2010 atasSertifikatHak 

Milik Nomor 786 antara Tuan Melkianus Kore Mega (Penjual) dan Tuan 

Teguh Budi Christanto (Pembeli),selanjutnyadiberitanda P.2; 

3. FotocopySertifikatHak Milik Nomor 785 atasnamaTeguh Budi 

Christanto,selanjutnyadiberitanda P.3; 
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4. FotocopySurat AktajualbeliNomor 278/Kambera/2010, atasSertifikatHak 

Milik Nomor 785 antara tuan Julius Kore Mega (Penjual) dan tuan Teguh 

Budi Christanto (Pembeli), selanjutnyadiberitanda P.4; 

5. FotocopySPPT tahun 2017 atasnamaTeguh Budi 

Christantodenganluastanah 1.700 M2,selanjutnyadiberitanda P.5;  

6. FotocopySPPT tahun 2019 atasnamaTeguh Budi 

Christantodenganluastanah 1.700 M2,selanjutnyadiberitanda P.6;  

7. FotocopySPPT tahun 2017 atasnamaTeguh Budi 

Christantodenganluastanah 1.670 M2,selanjutnyadiberitanda P.7;  

8. FotocopySPPT tahun 2019 atasnamaTeguh Budi 

Christantodenganluastanah 1.670 M2, selanjutnyadiberitanda P.8; 

9. FotocopySurat PemberitahuanPengecekanPenetapan Batas Tanah 

Nomor: 15/600.13/SKP/I/2013 pada tahun 2013, selanjutnyadiberitanda 

P.9; 

10. FotocopyPemberitahuanPengukuranPengembalian Batas Bidang Tanah 

HM.785/Kambaniru, atasnamaTeguh Budi ChristantoNomor 405/SU-

53.11.200/VIII/2019, selanjutnyadiberitanda P.10; 

11. FotocopyPemberitahuanPengukuranPengembalian Batas Bidang Tanah 

HM.786/Kambaniru, atasnamaTeguh Budi ChristantoNomor 405/SU-

53.11.200/VIII/2019, selanjutnyadiberitanda P.11; 

12. FotocopySurat UndanganMediasiNomor : 53.11.600/X/2019 

kepadaTeguh Budi ChristantoNomor 401/Und-53.11.600/X/2019, 

selanjutnyadiberitanda P.12; 

13. FotocopySurat UndanganMediasiNomor : 53.11.600/X/2019 

kepadaYunitaAstriGallaNomor 401/Und-53.11.600/X/2019, 

selanjutnyadiberitanda P.13; 

14. FotocopySurat PembatalanPengukuranSebidang Tanah 

PekaranganHendrika Fenny Kore Mega, Dkk, selanjutnyadiberitanda 

P.14; 

15. FotocopySurat Permohonan Peta Bidang Tanah 

hasilangsiranatasPelaksanaanPengukuranPengembalian Batas, Nomor 

467/53.11.200/XII/2019, selanjutnyadiberitanda P.15; 

16. FotocopyPeta Bidang Tanah PemohonYunitaAstriGallaSelaku Kuasa 

dariTeguh Budi Christanto, selanjutnyadiberitanda P-16 

Menimbang, bahwaalatbuktisuratbertanda P-1 s.d P-16 berupafotocopy 

telah diperiksa di persidangan dan setelahditeliti dan dicocokkandenganaslinya, 

alatbuktisurattersebut telah sesuaidenganaslinyaserta telah 
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bermateraicukupsesuaidenganPeraturanPerundang-

undangansehinggadapatditerimasebagaialatbukti yang sah, kecualibuktisurat P-

14 berupafotokopidarifotokopitanpadiperlihatkanaslinya; 

Menimbang, bahwaselainalatbuktisurattersebutdiatas, Para Penggugat 

juga mengajukanalatbuktielektronikberupa CD-R (Compact Disk Recordable) 

yang selanjutnyadiberitanda P-17; 

Menimbang, bahwauntukmenguatkandalil-dalilJawabannya,Para 

Tergugat di persidangan telah mengajukanbuktisuratberupa:  

1. FotocopySertifikatHak Milik No.243 tahun 1987 Atas 

namaPemegangHakMathius Kore Mega, selanjutnyadiberitanda T-  1; 

2. FotocopySurat PemberitahuanPajakTerhutangPajakBumi dan 

Bangunantahun 1992, atasnamawajibpajakMatheos Kore Mega, 

selanjutnyadiberitandaT- 2; 

3. FotocopySurat Tanda TerimaSetoran (STTS) tahun 2019, 

atasnamawajibpajakMatheos Kore Mega, selanjutnyadiberitandaT-  3; 

4. Fotocopy Surat KeteranganKepemilikan No.08/SKPT/KAMB/2002, 

atasnamaMarthinus Kore Mega,selanjutnyadiberitandaT-  4; 

5. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 115 tahun 2004 

tentangPemberianIzinTempat Usaha Kepada Martha Djuru , 

selanjutnyadiberitandaT-5; 

6. Fotocopy Surat Tanda Daftar Ulang Surat IzinTempat Usaha Nomor 

24/M/V/EK/2009, selanjutnyadiberitanda T- 6; 

7. FotocopyKutipanAktePerkawinanNomor 43/1978, antaraMathius Kore 

Mega dan Martha Bjuru Radja, selanjutnyadiberitandaT- 7; 

8. FotocopySurat KeteranganKelahirannomor 242/SKK/1979, 

atasnamaHendrikaFeni Kore MegaselanjutnyadiberitandaT-8; 

9. FotocopyKutipanAkteKelahiranNomor 18/CS/ST/1981atasnama Diana 

Mathius Kore, selanjutnyadiberitandaT- 9; 

10. FotocopyKutipanAkteKelahiranNomor 87/CS/ST/1982 

atasnamaYuniscaMathiusKoreh, selanjutnyadiberitanda T- 10; 

11. FotocopyKutipanAkteKelahiranNomor 7/CS/ST/1986atasnama Christin 

Natalia Kore Mega, selanjutnyadiberitandaT- 11; 

12. Fotocopy Surat KeteranganKematianMarthinusKoreh, 

selanjutnyadiberitanda T- 12; 

13. FotocopySurat Keterangan Ahli WarisNomor 27/SKAW/KAMB/XI/2012, 

selanjutnyadiberitanda T- 13;  

14. FotocopySurat Wasiatuntukanak-anak, selanjutnyadiberitanda T- 14;  
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15. FotocopySertifikatHak Milik No. 307 tahun 1987 Atas 

namaPemegangHakJanda Simon, selanjutnyadiberitanda T-  15; 

Menimbang, bahwaalatbuktisuratbertanda T-1 s.d T-115 berupafotocopy 

telah diperiksa di persidangan dan setelahditeliti dan dicocokkandenganaslinya, 

alatbuktisurattersebut telah sesuaidenganaslinyaserta telah 

bermateraicukupsesuaidenganPeraturanPerundang-

undangansehinggadapatditerimasebagaialatbukti yang sah, 

kecualibuktisuratbertanda T-7 dan T-15 

berupafotokopidarifotokopitanpadiperlihatkanaslinya; 

Menimbang, bahwaselanjutnya pada hariKamistanggal 4 Juni 2020, 

Majelis Hakim telah melakukanpemeriksaansetempatatasbatas-

batasobjeksengketa, yang dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat, 

KepalaDesaKambaniru dan Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Sumba Timur, sebagaimanatermuatdalamBerita Acara PemeriksaanSetempat; 

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan3 (tiga) orang 

saksi di persidangansebagaiberikut: 

1. YohanesPandango, tempatlahir di Waingapu, tanggallahir10 Januari 

1971, jeniskelaminLaki-laki, tempattinggalFlobamora RT.024 RW.007 

KelurahanTemu, KecamatanKanatang, Kabupaten Sumba Timur, agama 

Kristen Protestan, pekerjaanburuhharianlepas; 

Di bawahjanji pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut: 

- BahwaSaksimengetahuimengenaimasalahtanahsengketabatastanahb

agiantimurantara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di 

Rt. 21/RW. 02, KelurahanKambanru, KecamatanKambera, Kabupaten 

Sumba Timur; 

- BahwaSaksikenaldengan Para Penggugatsejaktahun 2019 

saatSaksibekerjamenggalipondasipagar dan 

tembokkelilingmilikPenggugat I, dan saya juga mengenal Para 

Tergugat; 

- BahwaSaksimelakukanpekerjaanmenggalipondasipagaratasperintahP

enggugat I; 

- BahwaSaksimelakukanpenggalianpondasipagarberdasarkanapa yang 

diberitahukan oleh Penggugat I tentangbatas-batasnya; 

- BahwaketikaSaksimenggalipondasipagar di bagianbarat dan selatan, 

tidakterdapatkeberatandaripihaktetanggabatas; 

- BahwaSaksimengerjakanpondasipagar di bagianbarat dan selatan; 

- BahwaterdapatmasalahketikaSaksimengerjakanpondasibagian Timur; 
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- Bahwasebelumdilakukanpenggalianpondasibagian Timur, Pengugat I 

pernahmenanyakankepadatetanggabatasyaituTergugat I dan 

Tergugat II untukbersama-samamelihatbatas-batastanahnya, dan 

pada waktuituTergugat I dan Tergugat II tidakkeberatan; 

- Bahwapada waktuSaksiakanmelanjutkanmenggalipondasi di bagian 

Timur, Tergugat II dan 

suaminyamenegurSaksidenganmengatakanbahwapondasi yang 

Saksigalitidakbenar dan tidaksesuaidenganbatas-batasnya dan 

melarang agar berhentikerjakarenamasihadapembicaraankeluarga; 

- BahwasetelahadakeberatandariPihakTergugat, 

Saksitidakmelanjutkanpekerjaan; 

- BahwasetelahadanyakeberatandariTergugat II, telah 

adapembicaraanmengenaihaltersebutantarapihakPenggugat dan 

Tergugat; 

- Bahwadalammediasitersebutkeduapihaksepakat agar 

untukmenghindarikuburandalampembuatanpondasimakadibuatkanpo

ndasidenganbentukhuruf L atauberbentuksmooth; 

- Bahwa pada waktudilakukanmediasi, Penggugat I 

sudahpulanguntukkembalibekerja di Papua; 

- BahwaSaksimengerjakanpondasipagardengan model smoot agar 

tidakmengenaikuburansesuaidenganarahanPenggugat I; 

- BahwaSaksimengetahuibahwatanah yang disengketakantersebutada 

2 (dua) sertifikat; 

- BahwaSaksitidakmengetahuiluastanah pada ke-2 (kedua) 

sertifikattersebut; 

- Bahwaselisihtanah yang dipersengketakan Para Penggugat dan 

Tergugatadalah 3 (tiga) meter; 

- BahwaSaksimengetahuibahwabatas-batasobjeksengketaadalah 

Batas Timur berbatasandenganMathius Kore Mega, Batas Barat 

berbatasandenganTeguh Budi Christanto, Batas Selatan 

berbatasandenganWila Rabe, dan Batas Utara berbatasandengan 

Jalan raya; 

- BahwaSaksimengetahuibatas-atastanahsengketakarenadiberitahu 

oleh Penggugat I pada waktuSaksimenggalipondasipagar; 

- BahwaketikaSaksimenggalipondasipagar, Saksiditegur dan dilarang 

oleh Tergugat I dan Tergugat II; 
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- BahwaSaksiditegur dan dilarangsebanyak 2 (dua) kali 

yaitusaatSaksimenggali dan corpondasipagar; 

- BahwaSaksitidakmengetahuipihak-pihak yang 

hadirsaatdilakukanmediasi; 

- Bahwasetelahmediasiselesaidilaksanakan,Penggugat I dan 

Penggugat II memanggilSaksiuntukkembalimelanjutkanpekerjaan; 

- BahwasebelumSaksimenggalilubangpondasisaatitubatas-

batasnyasudahada dan permanen; 

- BahwasaatSaksimenggalilubangpondasi di bagiantimur, 

belumadapondasiberbentuksmooth dan barudigali pada 

waktumembuatpondasipagar; 

- Bahwa pada saatPenggugat I menunjukkanbatas-

bataspenggalianpondasi, Tergugat I dan Tergugat II hadir dan 

tidakberkeberatan; 

- BahwaSaksimenghentikanpekerjaannyakarenaadamasalahbatastana

hantara Para Penggugat dan Para Tergugat; 

- Bahwapondasi yang digaliSaksisudahsesuaidenganbatas-batas yang 

ditunjukkan oleh Penggugat I; 

- Bahwabatas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat I 

tidakbergerakatauberpindah-pindah; 

- Bahwa pada 

saatSaksimelakukanpenarikanbenanguntukmenggalipondasi, 

Saksimenarikbenangdekatdengankuburan dan kalauSaksi Tarik 

lurusmakaakanmengenaikuburan; 

- BahwaPenggugatmenyuruhSaksiuntukmenggalipondasiberbentuksmo

othadalah agar pondasipagartidakmengenaikuburan dan bengkel; 

- BahwaSaksitidakbertemu dan melihatTergugat I dan II 

ketikamelanjutkanpekerjaanpondasi yang dibuatdengan model 

smooth; 

- Bahwatandabatastanah di sebelahtimurdiberitandadengan batu; 

- BahwajarakJarak antarabatas yang diberitanda batu 

denganpondasiberjarak 3 (tiga) meter; 

- BahwaSaksimengetahuipernahadapengembalianbatastanah pada 

objeksengketasehinggaSaksimenjadikanhaltersebutmenjadiacuanunt

ukmelakukanpekerjaancorpondasi; 
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- Bahwapemilikatassertifikatke 2 (kedua) 

tanahdisebelahtanahtergugatadalahatasnamaPenggugat I; 

- Bahwake 2 tanahmilikPenggugat I tersebutmerupakantanah yang 

dibeliPenggugat I dari om ataupamanPenggugat I sendiri; 

- BahwaPenggugat I 

hadirsaatdilakukannyapengukurankembalibatastanah; 

- Bahwapengukuranpengembalianbatastanahdiukurdaribaratketimur; 

- BahwaSaksitidakmengetahuiapakah Para 

Tergugatikutmenandatanganihasilpengukuranbatastanah; 

- BahwaSaksimengetahuibatas-batastanah yang 

menjadisengketadariPenggugat I; 

- Bahwabatastanahsengketadiberitandadengan batu gunung yang 

diberigarisputih; 

- BahwaSaksitidakmengetahuimengenaisiapayang menyimpan dan 

memberitandabatastanahtersebutdengan batu gunung; 

- BahwaSaksimengerjakanpondasisesuaidenganpetunjukdariPengguga

t I; 

- Bahwa pada bagiantimurbatastanahtersebutterdapatpohonberbaris 

yang berbentukpagardekatrumahTergugat II; 

- Bahwa pada saatSaksimengerjakanpondasipagar, pohon-pohon di 

bagiantimurdekatrumahTergugat II telah ditebang; 

- Bahwasewaktumengerjakanpondasi di bagiantimur yang berbentuk 

model smooth, Tergugat X datang dan keberatanataspondasitersebut; 

- BahwaTergugat X mengatakan agar 

saksijanganmenggalipondasiterlebihdahulukarenasudahadakesepakat

anantarapihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat; 

- Bahwaposisitanah di bagiantimur yang 

menjadisengketatersebutberbentuklurus; 

- Bahwapembuatanpagar model 

smoothatausedikitdiluruskanmerupakanhasilkesepakatanmusyawarah

keluarga; 

- BahwaTergugat X datangmenegurSaksisebanyak 2 (dua) kali 

saatsedangmengerjakanpondasi; 

- Bahwauntukmemastikanbatas-batastanahdibagiantimur, telah 

dilakukanpengukuranulang oleh pihakpertanahan (BPN); 
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- Bahwaberdasarkanhasildaripengukurantanah oleh pertanahan (BPN) 

pada waktuitu, titikbatasnyatetapsamadimanatanahPenggugat I di 

bagiantimurdiambilselebar 3 (tiga) meter dan panjang 87 

(delapanpuluhtujuh) meter oleh Para Tergugat; 

- Bahwasetelahpengukurantersebutdilakukanpengembalianbatastanah, 

Penggugat I meletakkan batu 

diatastanahbagiantimursebagaitandabatasantaratanahPenggugat I 

dan tanah Para Tergugat; 

- BahwatanahmilikPenggugat I yang diambil oleh Para 

Tergugatadalahtanahdibagiantimurdaridepansampaikebelakang; 

- Bahwa pada lokasisengketa, terdapat 2 (dua) 

bidangtanahmilikPenggugat I dan 

Penggugatmempunyaisertifikathakmilikmasing-masing pada bidang-

bidangtanahtersebut; 

- Bahwatanahdibagiantimur yang 

bersinggunganlangsungantaratanahmilikPenggugat I dan 

tanahmilikMathius Kore MegadahulunyaadalahtanahmilikMelkianus 

Kore Mega; 

- BahwaPenggugat I memperoleh 2 (dua) 

bidangtanahtersebutdaripamannya; 

- BahwaSaksipernahmelihatsertifikattanahtersebut dan 

aktajualbelitanahtersebutsaatakanmembangunpondasipagarkelilingmil

ikPraPenggugat; 

- Bahwaluasmasing-masingke 2 (kedua) tanahmilikPenggugat I yaitu 21 

(duapuluhsatu) meter, dan biladigabungkan, 

keduatanahtersebutseluas 42 (empatpuluhdua) meter; 

Terhadapketerangansaksitersebut, Para Penggugat dan Para 

Tergugatmenyatakanakanmenanggapinyadalamkesimpulan; 

 

2. Fracas DadiHary, A.Md, tempatlahir di Kambaniru, tanggallahir 17 

Februari 1980, Umur 40 Tahun, jeniskelaminlaki-laki, 

tempattinggalKambaniru, RT.006/RW.002, KelurahanKambaniru, 

KecamatanKambera, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, 

pekerjaanPegawai Negeri Sipil; 

Di bawahjanji pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut: 

- BahwaSaksimengetahuimengenaimasalahtanahsengketabatastanahb

agiantimurantara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di 
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Rt. 21/RW. 02, KelurahanKambanru, KecamatanKambera, Kabupaten 

Sumba Timur; 

- BahwaSaksimengetahuipengembalianbatastanahmilikPenggugat I 

karenaadasuratmasuk di Kantor Kelurahankambanirudari Badan 

Pertanahanbahwa pada padatanggal 27 Agustus 2019 pukul 10.00 

Wita, adapengukuranpengembalianbatastanahmilikPenggugat I yang 

terletak di wilayah Kambaniru; 

- BahwaSaksisebagaipetugaskelurahan yang ditunjuk oleh Lurahhadir 

pada saatpengembalianbatastanahtersebut; 

- BahwaSaksiadalahSekretarisLurah di KelurahanKambaniru; 

- Bahwa pada saatpengembalianbatastanahmilikPenggugat I, telah 

hadir: BPN, Feni Kore Mega, Diana Mathius Kore Mega, Karel Yance 

Kore Mega, Pak BisuAdunaradari Sat-Pol PP KecamatanKambera, 

dan beberapa orang lainnya yang Saksitidakkenal; 

- Bahwa pada saatitupetugasdari BPN melakukanpenarikan meter 

yang awalnyadaribatasbagian Barat kearah Timur yang 

berbatasdengantanahmilikMathius Kore Mega; 

- Bahwasetelahdilakukanpengukuranpengembalianbatas oleh 

PertanahanbarukemudianSaksitahubahwadarihasilpengembalianbata

stersebutkalauahliwarisMathius Kore Mega 

mengambiltanahmilikPenggugat I dibagian Timur seluas 3 (tiga) 

meter dan panjang 87 (delapanpuluhtujuh) meter; 

- Bahwauntukmemastikanbatas Timur antaraPenggugat I dan 

ahliwarisdariMathius Kore Mega, 

PetugasPertanahanmelakukanpengambilantitikkoordinatdariarah 

Timur tanahdariahliwarisMathius Kore Mega dan 

titikkoordinatnyadiambildaripinggirjalansetapakkearahbaratkemudianp

etugaspertanahanmenarik meter dariarah Timur ke Barat yang 

berbatasandengantanahnyaPenggugat I; 

- BahwaberdasarkanhasilpengukuranpengembalianbatasdariPertanah

an pada saatitutitikbatasnyasamabahwatanahnyaPenggugat I 

terambil 3 (tiga) meter oleh ahliwarisMathius Kore Mega; 

- Bahwasetelahselesaidilakukanpengukuranpengembalianbatastanah, 

Penggugat I meletakkan batu dibatastanahbagianTimur  

dekatjalanpersis di bengkelsebagaitandabatasantaratanahPenggugat 

I dan ahliwarisMathius Kore Mega; 
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- Bahwa pada 

saatdilakukanpengukuranpengembalianbatasadagambarsituasitanaht

ersebut; 

- BahwaPenggugat dan ahliwarisMathius Kore Mega 

termasukSaksisebagaiperugasdarikelurahan dan juga Satpol PP 

KecamatanKambera yang 

menandatanaganisuratgambarukurhasilpengembalianbatas; 

- Bahwasaksitidakmengingatlagiisidariberita acara 

pengembalianbatastanah; 

- Bahwa Para Penggugat dan Para 

Tergugatsepakatmengenaihasilpengukuranpengembalianbatastanah; 

- BahwaPenggugat I yang 

memintauntukdilakukanpengukuranpengembalianbatastanah dan 

saksimengetahuinyasetelahadasuratmasukdariPertanahan di 

Kelurahan; 

- BahwasebelumdilakukanpengukuranpengembalianbatastanahdariPer

tanahantanahtersebuttidakadabatas-bataspermanenl 

- BahwaSaksipernahkelokasitanahtersebut, dan 

Saksimelihatsudahadapondasidariarahbelakangsampaisebelahkubur

an; 

- Bahwabatas-

batasnyatanahsengketayaitubatastimurberbatasandenganMathius 

Kore Mega, baratberbatasandenganTeguh Budi Christanto, 

selatanberbatasandenganWila Rabe, utaraberbatasandengan Jalan 

raya; 

- BahwaSaksimengetahuibatas-

batastanahsaatpengukuranpengembalianbatas; 

- Bahwaselangbeberapaharikemudiansetelahdilakukanpengukuranpen

gembalianbatasbarulahadakeberatanlagimelauisurat yang diantar di 

Kelurahan oleh AtnielYance Kore Mega; 

- BahwaSaksimengetahuibahwaPenggugat I dan Para 

Tergugatmemilikihubungankeluarga; 

- BahwabataspengukuranPengembalianbatasdilaksanakantanggal 27 

Agustus 2019; 

- Bahwa Para Pihaksepakat dan 

menandatanganihasilpengembalianbatas; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwasetelahdilakukanpengukuran,kuburanmasuksebagiandalamtan

ahmilik Para Penggugat; 

- BahwaSaksimenandatangani 2 (dua) jenissuratyaitusurat yang 

berwarnabiru dan daftar hadir; 

- Bahwapada saatsaksimenandatanganiBerita Acara Pengembalian 

Batas, gambarpengukuranbelumdiisi oleh Badan 

PertanahankarenagambarnyabarudiisisetelahBerita Acara 

ditandatangani dan dibawake Kantor Pertanahan; 

- Bahwa yang membuatBeritaAcara Pengembalian 

BatassaatitudariPertanahan dan memakaiblankokhusus; 

- Bahwaluastanahmilik Para Penggugat yang diambil oleh Para 

Tergugatseluas 3 (tiga) meter; 

- Bahwadariluas 3 (tiga) meter itu yang diambil oleh Para 

Tergugatdibagiantimurtermasukkuburan dan bengkel; 

- Bahwa di lokasitersebutada 2 (dua) kuburan; 

- Bahwapondasi yang dibangunadalahpondasipagarmilikPenggugat I; 

- BahwaPondasi yang dibagunberbentukhuruf (L) laludibuat model 

smooth agar tidakkenakuburan; 

- BahwaSaksimelihatlangsungpengukuranpengembalianbatassaatitu ; 

- Bahwapengukurandimulaidarititikbaratkearahtimuruntuk 1 (satu) 

sertifikat; 

- Bahwapengukurandimulaidarititikbaratkearahtimuruntuk 1 (satu) 

sertifikat; 

- Bahwa pada saatsedangdilakukanpengukuranpengembalianbatas, 

Para 

Tergugatkeberatandenganhasilpengukurantanahkarenakuburanmasu

kdalamtanahmilikPenggugat I; 

- BahwaSaksipernahmelihat peta ataudenahpengembalianbatasbukti 

P-16; 

- Bahwa peta 

ataudenahpengembalianbatassudahsesuaidengansuratukurpengemb

alianbatas; 

- BahwaPara Tergugatsepakat dan 

menandatanganihasilPengukuranpengembalianbatassaatitu ; 

- BahwaSaksipernahbekerja di 

KelurahanKambanirusejakbulanDesember 2018; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwasaatproses pengembalianbatasSaksidibagianKesos di 

KelurahanKambaniru; 

- Bahwaatasperintah dan surattugasdarilurahSaksihadirdalam proses 

pengukuranpengembalianbatassaatitu ; 

- Bahwapada 

saatdilakukanpengukuranpihakPertanahanmemintasertifikatdari Para 

Penggugat dan Para Tergugatuntukdisesuaikan; 

- BahwadariPihak Para Tergugat yang 

dipanggiluntukmenyaksikanpengukurantersebutadalahTergugat I dan 

Tergugat II; 

- BahwaTergugat I dan Tergugat II ikuthadir di lokasi; 

- BahwaSaksitidakmengetahuisecarateknistentangpengukuran dan 

yang mengetahuinyabagianpertanahan; 

- Bahwa di lokasipengukurantersebut pada 

batasantaratanahPenggugat I dan Para Tergugatdibatasipagar yang 

dibuat oleh Penguggat I; 

- Bahwa pada saatpengukuran, 

petugaspertanahanmenyesuaikandengansertifikatmasing-

masingpihaknamunsetelahpengukuranhasilnyaadaselisih 3 (tiga) 

meter tanahmilikpenggugat yang diambil oleh Para Tergugat; 

- Bahwaawalnyaadakeberatannamunsetelahdibicarakansecarakekelua

rgaanakhirnya Para Tergugatsepakatdenganhasilpengukurantersebut 

dan menandatanganiberita acara pengembalianbatassaatitu ; 

- BahwaSaksitidakmengetahuisecarapastidarimana Para 

Tergugatmemilikitanah di lokasitersebut; 

- BahwaSaksihadirsaatdilakukanPemeriksaanSetempatdaripengadilan

karenadariKelurahanmendapatundangan dan sayadiberitugas oleh 

Lurah; 

Terhadapketerangansaksitersebut, Para Penggugat dan Para 

Tergugatmenyatakanakanmenanggapinyadalamkesimpulan; 

 

3. Drs. Bisa Adunara, tempatlahir di Anakalang, tanggallahir 21 Januari 

1985, Umur 35 Tahun, jeniskelaminlaki-laki, tempattinggal Jl. 

MatawaiAmahu, RT.026/RW.007, KelurahanKambajawa, Kecamatan 

Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, 

pekerjaanPegawai Negeri Sipil; 

Di bawahjanji pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- BahwaSaksimengetahuimasalahsengketatanahbagian Timur antara 

Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Rt. 21/RW. 02, 

KelurahanKambaniru, KecamatanKambera, Kabupaten Sumba 

Timur; 

- BahwaSaksimengetahuitentangpengembalianbatastanahmilikPenggu

gat I karenasayaditunjuksebagaiTrantib di KelurahanKambaniru ; 

- BahwaSaksidiundang oleh Pertanahan dan hadir pada 

saatpelaksanaanpengukuranpengembalianbatas; 

- BahwaSaksisebagaikepalaseksiTrantib di kecamatanKambera; 

- BahwaSaksi juga sebagaiKepalaSeksi yang 

bergerakdalambidangpemerintahan; 

- Bahwamasalahsengketatanah juga termasukdalamtupoksiTrantib; 

- BahwaSaksimenjabatsebagaikepalaseksiTrantib di 

kecamatanKamberasudah 2 (dua) tahun; 

- BahwaSaksiditugaskan oleh 

CamatKamberauntukhadirberdasarkanundangandariPertanahan; 

- BahwasaatpetugasPertanahanmelakukanpengukurantanah, 

Saksihadir dan menyaksikannyasecaralangsung; 

- BahwapengukuranpengembalianbatastanahdilakukanatastanahmilikP

enggugat I; 

- Bahwapada 

saatpengukuranpengembalianbatastanahtersebutyaitudari BPN, Feni 

Kore Mega, Diana Mathius Kore Mega, Karel Yance Kore Mega, 

PegawaidariKelurahanKambaniru, dan beberapa orang lainnya yang 

Saksitidakkenal; 

- Bahwauntukmemastikanbatas Timur antaraPenggugat I dan 

ahliwarisdariMathius Kore Mega, 

petugasPertanahanmelakukanpengambilantitikkoordinatdariarah 

Timur tanahdariahliwarisMathius Kore Mega dan 

titikkoordinatnyadiambildaripinggirjalansetapakkearahbaratkemudianp

etugaspertanahanmenarik meter dariarah Timur ke Barat yang 

berbatasandengantanahnyaPenggugat I; 

- Bahwa di lokasitersebutadapondasipagartembok yang dibangun oleh 

Penggugat I; 

- BahwahasilpengukuranpengembalianbatasdariPertanahan pada 

saatitutitikbatasnyasamabahwatanahnyaPenggugat I masukselebar 3 

meter kedalamtanahahliwarisMathius Kore Mega; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Bahwasetelahmengetahuihasilpengukuranadakeberatandaripihak 

Para Tergugat dan sempatterjadiadumulutataubertengkar, 

namundapatdiselesaikansecarakekeluargaandarikeduabelahpihak; 

- BahwaSaksitidaktahuapakah Para 

Tergugatmenyetujuihasilpengukuranpengembalianbatasatautidak; 

- BahwaSaksimenandatanganiberita acara dan daftar 

hadirsetelahdilakukanpengukuranpengembalianbatas; 

- Bahwa Para Penggugat dan tergugatmenandatanganiberita acara 

setelahdilakukanpengukuranpengembalianbatas 

- BahwaSaksitidakmengetahuiisiberita acara 

tersebutkarenasaatSaksimenandatanganiberita acara 

tersebutSaksitidakmembacanyaisinya; 

- Bahwaselainsebagaipetugastrantib, Saksi juga sebagaisaksidalam 

proses pengukuranpengembalianbatas; 

- Bahwa 2 (dua) minggusetelah proses pengembalianbatas, Para 

Tergugatkeberatanterhadaphasilpengukuranpengembalianbatas; 

- Bahwasaat proses pengukuranpengembalianbatas, telah hadirpihak 

Para PenggugatyaituPenggugat I dan Penggugat II 

sedangkandaripihak Para Tergugathadir 2 (dua) orang yaituTergugat 

I dan Tergugat II; 

- BahwaSaksitidakmengetahuiteknispengukurandaripihakpertanahan; 

- BahwaSaksimengetahuibahwatanahPenggugat I masuk 3 (tiga) 

meter kedalamtanah Para 

Penggugatsetelahselesaidilakukanpengukuran; 

- Bahwaselisih 3 (tiga) meter terdapat pada 

bagiantimurobjeksengketayaitudekatkuburan dan 

bagianutarakeselatan; 

- BahwaSaksimenandatanganisebanyak 2 (dua) kali yaitu di peta 

ataudenahgambarukur dan pada daftar hadir; 

- BahwaSaksitidakmengetahuimasalahsengketatanahtersebutpernahdil

akukanmediasiatautidak; 

- Bahwapengukurandilakukandaribagiantimurkebagianbaratlaludariutar

akeselatan; 

- Bahwapengukuranmenggunakanmeteran manual dan 

tidakpakaimeteran digital; 

- Bahwahasilselisih3 metertanahPenggugat I yang 

masukkedalamtanah Para 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tergugatdidapatkanketikadilakukanpengukurandaribagian Utara ke 

Selatan; 

- Bahwatandabatasantaratanah Para Penggugat dan Para 

Tergugatyaituberupapohon dan batu; 

- BahwaSaksiikutmenandatanganiberita acara 

pengembalianbatastanahnamunberita acara 

tersebutmasihberisigambarukur yang masihkosong, 

gambarukurtersebutdiisi oleh BPN di kemudianharimengacu pada 

hasilpemeriksaannya; 

- BahwaSaksitidakmenerima Salinan berita acara 

pengembalianbatassaatitu; 

- Bahwapada bagianbarattanahmilikPenggugat I 

adatandabatasberupapondasipagar yang masihbelumselesai di cor; 

- Bahwaterdapat 2 (dua) bagiantanahmilikPenggugat; 

- Bahwa 2 (dua) bidangtanahmilikPenggugat telah bersertifikat, 

karenaSaksimelihatsertifikattersebutsaatdilakukanpengukuranwaktuit

u; 

- BahwaTergugat II berkeberatansaatdilakukannyapengukuran dan 

ditemukanselisihtanah3 metermilikPenggugat I yang 

masukkedalamtanah Para Tergugat; 

- Bahwa pada saatpengukuranpengembalianbatasdilakukandariPihak 

Para Tergugathadirsebanyak 4 (empat) orang; 

- BahwaTergugat II 

tetapkeberatanterhadapselisihtanahdarihasilpengukurantersebut, 

namunsaatitu juga dilakukanmediasisecarakekeluargaan oleh 

keduabelahpihak dan 

keduapihaksepakatakanhasilpengukurantersebut; 

- BahwaSaksitidakmengetahuiapakahkesepakatansetelahdilakukanme

diasiantara Para Penggugat dan Para 

Tergugatdibuatsecaratertulisatautidak; 

- BahwaSaksimengetahuibukti P-14 yang mana merupakanbuktisurat 

yang ditandatangani oleh Saksi; 

- Bahwabatas-batasnyayaitu Timur berbatasandenganMathius Kore 

Mega, Barat berbatasandenganTeguh Budi Christanto, Selatan 

berbatasandenganWila Rabe, Utara berbatasandengan Jalan raya; 

- Bahwadalam proses pengembalianbatas, 

petugasPertanahanmencarititikkoordinatsebagaitandasebagipatokan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dalampengukurantersebutsesuaigambar dan luastanah yang 

adadalamsertifikat; 

- Bahwaterdapattandaberupafondasi yang 

menjadititikkoordinatdalampengukuran; 

- Bahwapengukurandilakukandaritimurkebarat dan dariutarakeselatan 

dan ada 4 (empat) bidangtanah yang diukur; 

- Bahwaadabatas-bataspohonkehi, batu gunung dan pondasipagar; 

- Bahwa Para 

TergugatmemilikisertifikattanahhakmilikatasnamaMathius Kore Mega; 

- Bahwa Badan Pertanahanmemberikansuratundangankepada Para 

Tergugat; 

- BahwasuratundangansaatituatasnamaMathius Kore Mega 

sesuaidengannamadalamsertifikathakmilik, namunkarena yang 

bersangkutan telah meninggal dunia maka di wakilkankepada Para 

Tergugatsebagaianak-anakdariMathius Kore Mega; 

- Bahwatidaksemuaanak-anakdariMathius Kore Mega 

menandatanganidalamBerita Acara Pengembalianbatastersebut; 

- Bahwatidakterdapattandabataspermanen di 

lokasipengukuranpengembalianbatas; 

- BahwaSaksitidakmenghadirisaatdilakukannyapemeriksaansetempat 

oleh Pengadilan; 

Terhadapketerangansaksitersebut, Para Penggugat dan Para 

Tergugatmenyatakanakanmenanggapinyadalamkesimpulan; 

 

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi 

di persidangansebagaiberikut: 

1. Ferry Lulu Lado, tempatlahir di Kambaniru, tanggallahir 01 Februari 1962, 

Umur 58 Tahun, jeniskelaminlaki-laki, tempattinggalKambaniru, 

RT.010/RW.005, KelurahanKambaniru, KecamatanKambera, Kabupaten 

Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaanKaryawan BUMN; 

Di bawahjanji pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut: 

- BahwaSaksimengetahuimasalahsengketatanahbagiantimurantara 

Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Rt. 21/RW. 02, 

KelurahanKambaniru, KecamatanKambera, Kabupaten Sumba 

Timur; 

- BahwaSaksitinggalberhadapanlangsungdenganlokasitanah yang 

menjadisengketa; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- BahwasejaklahirsampaisekarangSaksitinggalberhadapandengantana

h yang menjadiobyeksengketa; 

- Bahwapokokpermasalahanantara Para Penggugat dan Para 

Tergugattentangtitikpersinggunganataubatas-

batastanahmilikPenggugat I dan Para Tergugat; 

- Bahwaselisihtanah yang disengketakantersebutadalah 3m (tiga) 

meter x 87 m (delapanpuluhtujuh meter); 

- Bahwatanah yang menjadiobyeksengketatersebutsudahbersertifikat; 

- Bahwadi 

titikpersinggungantanahsengketaitusudahadabataspermanen ; 

- Bahwatandabatasnyayaitupondasi yang dibangun oleh Ibu 

dariPengugat I; 

- Bahwapondasiyang dibangun telahsesuaisertifikat, dimana pada 

bagianatastanahatausuduttanahberbentukhuruf L (huruf EL), 

tidakseperti yang di sengketakansekarang; 

- Bahwapondasidibanguntahun 2014 oleh ibudariPenggugat I; 

- Bahwaselainbataspermanenpondasitersebutdibangun Ibu 

dariPenggugat I, masihadabatasbataslainnyayaitupohonkehi yang 

sampaisekarangtidakberubahletak dan posisinya; 

- BahwaSaksimengetahuiasal-usultanah yang 

menjadiobyeksengketatersebutawalnyamilikalmarhum Simon Kore 

Mega yang merupakan ayah dariMathius Kore Mega, 

lalukemudiandijualkepadaPenggugat I; 

- BahwatanahdijualkepadaPenggugat I 

karenamasihadahubungankeluargadimana Ibu dariPenggugat I dan 

Para 

TergugatmasihbersepupusehinggatanahtersebutdijualkepadaPenggu

gat I karenaPenggugat I adalahpangkatkeponakandari Para 

Tergugat; 

- BahwadiatasobyektanahsengketatersebutadakuburandarialmarhumM

athius Kore Mega dan isterinya; 

- BahwasejakMathius Kore Mega dan isterinyadikuburkan di 

tempattersebutsampaisekarangtidakpernahadakeberatandari Ibu 

maupunPenggugat I; 

- BahwasewaktuMathius Kore Mega dikubur di tanahtersebut, 

Penggugat I tidakhadir, melainkanhanyaibudariPenggugat I saja yang 

hadir; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- BahwaPenggugat I menikahtahun 2014; 

- BahwasetelahmenikahPenggugat I masihtinggal di km. 4 (Kilometer 

4); 

- BahwaPenggugat I bekerja di Papua; 

- Bahwa Para Penggugattinggal di tanahtersebutsejaktahun 2017; 

- Bahwabatas-batasnyayaitutimurberbatasandenganYance Kore Mega, 

baratberbatasandenganTeguh Budi Christanto, 

selatanberbatasandenganWila Rabe, utaraberbatasandenganjalan ; 

- Bahwapondasitembokdibangun pada tahun 2014; 

- BahwaPenggugat I yang membangunpondasitersebut; 

- BahwaSaksitidakmengetahuisaatadapengukuranpengembalianbatas

dariPertanahan; 

- BahwaSaksi pada awalnyatidaktahumengenaitanahPenggugat yang 

diambil Para Tergugat, 

namunkemudiantahusetelahdilakukanpengukuranulangbaru; 

- Bahwabatastanah yang menjadisengketaadalahtanahmilikPenggugat 

I dan tanahmilikMathius Kore Mega; 

- Bahwatanah yang 

merupakanobjeksengketaawalnyamerupakantanahmilikMathius Kore 

Mega namunsudahdijual oleh Simon Kore Mega kepadaPenggugat I; 

- Bahwa pada tahun 2014, Penggugat I 

membangunpondasibagiandepansaja dan baruditahun 2019 

dibangunpondasiluruskebelakang; 

- Bahwaketikapondasidibangun pada tahun 2019 adakeberatandari 

Para Tergugat; 

- BahwaKakekPenggugat I bernama Karel Kore Mega yang memiliki 5 

(lima) orang anakyaitu Leonard Kore Mega, John Kore Mega, Simon 

Kore Mega, Mathius Kore Mega dan Yance Kore Mega. Leonard 

Kore Mega memiliki 4 (empat) anakyaituTergugat V, Tergugat VI, 

Tergugat VII dan Tergugat VIII. Mathius Kore Megamemiliki4 (empat) 

anakyaituTergugat I, Tergugat II, Tergugat IIII, dan Tergugat IV. 

Yancemempunyai 3 (tiga) anakyaituTergugat XI, Tergugat X dan 

Tergugat XI. Simon Kore Mega mempunyai 3 (tiga) orang anakyaitu 

Agustina Kore Mega, Yulius Kore Mega dan Melkianus Kore 

Mega.Penggugat I adalahanakdariibuAgustina  ataucucudari Simon 

Kore Mega; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- BahwaSaksitinggalberseberangandenganobjeksengketasejaktahun 

1962; 

- BahwaYulius Kore Mega dan Melkianus Kore Mega 

adalahpamandariPenggugat I; 

- Bahwakuburan yang berada di 

objeksengketaadalahkuburandariMathius Kore Mega dan isterinya; 

- BahwaMathiusKore Mega meninggaltahun 2012 

sedangkanIsterinyameninggaltahun 2010; 

- BahwaketikaisteriMathius Kore Megameninggaltahun 2010, 

tidakadaperselisihandarikeluarga Kore Mega 

mengenailetakdikuburnyaisteriMathius Kore Mega; 

- BahwaSaksi, keluargaKore Mega termasukibudariPenggugat 

ImenghadiripenguburanisteriMathius Kore Mega dan Mathius Kore 

Mega; 

- BahwaketikaibudariPenggugat I 

hadirsaatpenguburanisteridariMathius Kore Mega di 

tanahsengketatersebut, tidakadakeberatandari Para Penggugat; 

- Bahwa pada tahun 2010 tanahtersebutsudahmenjadimilikPenggugat 

I; 

- Bahwasetelahdilakukanpengukuranulang dan 

hasilnyatidakdipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para 

Tergugat; 

- BahwatidakadakeberatanketikaMathius Kore Mega meninggaltahun 

2012 dan dikubur di tanahtersebut; 

- BahwatanahMathius Kore Mega ditempati oleh Tergugat I, Tergugat 

II dan Tergugat V; 

- BahwaTergugat III dan Tergugat IV tidaktinggal di rumah orang 

tuanyayaituMathius Kore Mega, melainkantinggal di rumahnyasendiri; 

- Bahwabatas-batas yang 

benaradalahsesuaidengansaatdibangunnyapondasipertama; 

- BahwaSaksitidakmengetahuiapakah Para 

Tergugatpernahmemindahkanbatas-batastanahtersebut; 

- Bahwa Para Tergugatmembangunkios pada tahun 2002 

sampaidengan 2003 di tanahmilikMathius Kore Mega; 

- Bahwasaatkiosdibangun oleh Para Tergugat, 

tidakadakeberatandariPenggugat I; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- BahwaSaksitidakmenghadiri dan 

mengikutipengukuranpengembalianbatas; 

- Bahwatidakpernahadamasalahantara Para Penggugat dan Para 

Tergugat; 

- BahwaPenggugat I tidakhadirmelainkanhanyaibudariPenggugat I saja 

yang hadirketikaMathius Kore Megameninggal dan dikubur; 

- Bahwa Ibu dariPenggugat I pernahmembuatpondasi di tanahtersebut; 

- Bahwa Ibu dariPenggugat I 

pernahmemintabantuanuntukmenjualtanah; 

Terhadapketerangansaksitersebut, \Para Penggugat dan Para 

Tergugatmenyatakanakanmenanggapinyadalamkesimpulan; 

 

2. Ferdinan Kale Yunus, tempatlahir di Melolo, tanggallahir 26 Februari 

1957, Umur 63 Tahun, jeniskelaminlaki-laki, tempattinggal di Kambaniru, 

RT.021/RW.006, KelurahanKambaniru, KecamatanKambera, Kabupaten 

Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaanPetani/pekebun ; 

Di bawahjanji pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut: 

- BahwaSaksimengetahuimasalahsengketatanahbagiantimurantara 

Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Rt. 21/RW. 02, 

KelurahanKambaniru, KecamatanKambera, Kabupaten Sumba 

Timur; 

- BahwaSaksitinggal di bagianselatandaritanah yang menjadisengketa 

dan berbatasanlangsungdengantanahPenggugat I; 

- BahwaawalnyaSaksitidaktahuantara Para Penggugat dan Para 

Tergugatadamasalahsengketatanah, 

namunsetelahadapengukuranbaruSaksimengetahuinya; 

- Bahwa pada tanahsengketaterdapatbatasbatasberupapohonkehi dan 

setelahdiukurbatas-batasnyasudahberubah; 

- Bahwasetelahdiukur oleh 

PertanahanbaruSaksitahukalautanahPenggugat I bersinggungan dan 

masukkedalamtanah Para Tergugat; 

- BahwatanahmilikPenggugatawalanyaadalahmilik Simon Kore Mega 

dan telah dibeli oleh Penggugat I; 

- BahwaPenggugat I adalahcucudari Simon Kore Mega; 

- Bahwapondasi di tanahtersebutbertama kali dibuatsejaktahun 2014; 

- Bahwa yang menjadisengketaadalahtanahdibagiantimur yang 

berbatasandengantanahMathius Kore Mega; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 53 Halaman 
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp 

 

- Bahwa yang tinggal di tanahMathius Kore Mega 

adalahahliwarisdariMahius Kore Mega yaituTergugat I dan Tergugat 

II; 

- Bahwaawalanyakuburandiatastanahitumasukkedalamtanah Para 

Tergugat, tetapisetelahdilakukanpengukuranpengembalianbatas, 

kuburantersebutmasukkedalamtanahPenggugat I; 

- Bahwasetelahdiukurulangadakeberatandari Para Tergugat, 

karenahasilnyakuburan orang tua Para 

TergugatmasukkedalamtanahPenggugat I; 

- Bahwasebelumnyatidakadabatas-bataspermanen, melainkan yang 

adahanyabatasalamisajaberupapohonkehi yang 

berjajarmenyerupaipagar; 

- Bahwaada 2 (dua) kuburan yang 

beradadiatastanahtersebutyaitukuburanMathius Kore Mega dan istri; 

- BahwaMathius Kore Mega mempunyai 4 (empat) orang 

anakyaituTergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; 

- Bahwa yang tinggal di tanahMathius Kore Mega Tergugat I dan 

Tergugat II, sedangkanTergugat III dan Tergugat IV tinggal di tempat 

lain bukanditanahtersebut; 

- Bahwa padasaatpenguburanMathius Kore Mega, Saksihadirsaatitu; 

- BahwaSaksitidakmengetahuikenapakuburanditempatkan di 

tanahtersebut; 

- BahwaPenggugat I tinggalditanahtersebutsekitar 2 (dua) 

tahunlaluyaitutahun 2018; 

- BahwaibuPenggugat I bernama Agustina Kore Mega; 

- BahwaSaksitinggalberdekatandengantanahsengketasejaktahun1982; 

- BahwasewaktuPenggugat I 

membangunpondasitidakterdapatkeberatandari Para Tergugat; 

- BahwasewaktuPenggugat I membangunpondasi, 

pondasitersebutsudahtidaksesuaibatas-

batasnyadimanapondasitersebutmasukkedalamtanahMathius Kore 

Mega sekitar 2 (dua) meter; 

- Bahwabatas-batasnyaobjeksengketayaitu Timur 

berbatasandenganYance Kore Mega, Barat berbatasandenganTeguh 

Budi Christanto, Selatan berbatasandenganWila Rabe, Utara 

berbatasandenganjalan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwadilokasitanahsengketatersebutadapilar yang terbuatdari 

semen; 

- Bahwapilar di lokasiobjeksengketasudahadasejakMathius Kore Mega 

masihhidup; 

- Bahwatanahdilokasitersebutada 2 (dua) bagian dan telah 

bersertifikatmasing-masingatasnamaMathius Kore Mega dan 

Penggugat I; 

- BahwaSaksitidakpernahmelihatmasing-masingsertifikattersebut ; 

- BahwaPenggugat I membelitanahmilikPenggugat I dari Simon Kore 

Mega; 

- BahwaahliwarisdariMathius Kore MegaadalahTergugat I, Tergugat II, 

Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkanTergugat V, Tergugat VI, 

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI 

bukanmerupakanahliwarisdariMathius Kore Mega; 

- BahwaMathiusKore Mega meninggaltahun 2012 

sedangkanIsterinyameninggaltahun 2010; 

- BahwaketikaisteriMathius Kore Megameninggaltahun 2010, 

tidakadaperselisihandarikeluarga Kore Mega 

mengenailetakdikuburnyaisteriMathius Kore Mega; 

- BahwaapabiladilihatdaritempatSaksibertempattinggal, 

tanahPenggugat I telah melewatitanah Para Tergugat; 

- BahwaYance Kore Mega membangunrumah yang 

lokasinyabersebelahandenganrumahTergugat I dan Tergugat IV; 

- Bahwasebelumnyatidakpernahadamasalahantara Para Penggugat 

dan Para Tergugat; 

- Bahwa Para Penggugat dan Para 

TergugatmasihbersaudaradimanaPenggugat I adalahkeponakandari 

Para Tergugat; 

- Bahwa yang menjadimasalah pada objeksengketaadalahtanah yang 

adabangunankios dan bengkel; 

- BahwaMathius Kore Mega membangunkiossekitartahun 1994; 

- BahwatidakadakeberatandariPihak Para Penggugat dan Para 

Tergugatsewaktumembangunkiostersebut; 

- BahwakuburantidakmasukkedalamtanahPenggugat I; 

- Bahwaterdapatpondasiberbentuksmoothtepat di dekatkuburan; 

- BahwaSaksitinggal di bagianselatandarilokasitanahsengketa di 

belakangrumahWila Rabe; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwapilar yang masukketanahMathius Kore Mega adalahsekitar 2 

(dua) meter; 

- BahwaSaksihadirsaatdilakukannyaPemeriksaanSetempat oleh 

Pengadilan; 

- Bahwabentukpondasididepanobjeksengketaberbentukhuruf L; 

- Bahwabentukpondasi yang ada di 

dekatkuburantersebutberbentukhuruf L 

karenakalauditariklurusmakaakanmengenaikuburan; 

Terhadapketerangansaksitersebut, Para Penggugat dan Para 

Tergugatmenyatakanakanmenanggapinyadalamkesimpulan; 

 

3. Hendrik HapuH. Andung, tempatlahir di Kambaniru, tanggallahir 12 

Desember 1962, Umur 58 Tahun, jeniskelaminlaki-laki, 

tempattinggalKambaniru, RT.021/RW.006, KelurahanKambaniru, 

KecamatanKambera, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, 

pekerjaanpetani/pekebun; 

Di bawahjanji pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut: 

- BahwaSaksimengetahuimasalahsengketatanahbagiantimurantara 

Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Rt. 21/RW. 02, 

KelurahanKambaniru, KecamatanKambera, Kabupaten Sumba 

Timur; 

- BahwaSaksimengenal Para Penggugat dan Para 

TergugatkarenamerekaadalahwargadilingkunganSaksi; 

- BahwaSaksimenjabatsebagaiKetua RT sejaktahun 2017 di RT 021 

RW 006 di Kambaniru; 

- BahwaSaksitidakpernahmelihat Para Penggugat di wilayah RT. 21; 

- BahwaPara Penggugattinggal di RT.021/RW.006 

namunbelumterdaftarsebagaiwarga di wilayah tersebut; 

- Bahwaantara Para Penggugat dan Para 

Tergugatadamasalahmengenaisegketatanah di wilayah RT. 

021/RW.006; 

- Bahwatanah yang menjadiobyeksengketamerupakantanahkering; 

- BahwaSaksipernahmendapatlaporandariTergugat I 

kalauadamasalahtanahdenganPengggugat I; 

- Bahwapernahdilakukanmediasiantara Para Penggugat dan Para 

Tergugatterkaitmasalahtanahtersebut dan 

hasilnyakeduabelahpihakberdamai; 
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- Bahwadalammediasiterkaitmasalahtanahtersebut, Penggugat I 

tidakhadir; 

- Bahwatanah Para Penggugat dan Para Tergugatmasing-masing telah 

bersertifikat; 

- BahwaSaksihadir padasaatdilakukanpengukuranulang; 

- Bahwasetelahdilakukanpengukuranulangadaselisih3 

meterdalamtanahobyeksengketa; 

- Bahwasetelahdilakukanpengukuranhasilnyatidaksesuaidengan yang 

ada di sertifikat; 

- BahwatanahobyeksengketatidaksesuaidenganSertifikatkarenaseharu

snyatanahPenggugat I yang bagian paling baratdigeser 3 (tiga) meter 

lagikearahbarat yang berbatasandengantanahJanda S. Bole, 

sedangkanpengukurantidakdilakukanterhadaptanahmilikJanda. S. 

Bole; 

- BahwaSaksisayahadir pada saatdilakukanPemeriksaanSetempat 

oleh Pengadilan 

- Bahwatanahsengketadi bagianselatandipagaritembok; 

- Bahwatanah di bagianselatantidakmemilikitandabataspermanen; 

- Bahwapondasi yang dibuatPenggugat I memasukitanahnyaMathius 

Kore Mega; 

- BahwakuburandalamobyeksengketamasihberadadalamtanahnyaMat

hius Kore Mega dantidakmasukkedalam Tanah Penggugat I; 

- Bahwabatas-batasobyeksengketayaitutimurberbatasandenganYance 

Kore Mega, baratberbatasandenganTeguh Budi Christanto, 

selatanberbatasandenganWila Rabe, utaraberbatasandenganjalan; 

- Batas sebelahbarattanahsengketaberbatasandengantanahmilikJanda 

S.B. Dimu; 

- BahwaSaksipernahmelihatsertifikattanahatasnamajanda S. B. Dimu 

yang sekarang di pegang oleh anaknya; 

- BahwapengukurandilakukandarititiktemboknyaPenggugat I kearah 

Timur tanahMathius Kore Mega; 

- BahwatanahantaraPenggugat I dan Tanah Mathius Kore Mega 

dibatasidenganpohonangsana di sampingbengkel; 

- Bahwakalau di ukurdaritembokkejalanberartilewatpohonangsana dan 

mengenaikuburan dan bengkel; 

- Bahwatanah yang berbatasanlansungdengantanahsengketajuga 

diukursaatpengukuranpengembalianbatas; 
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- BahwabatastanahMathius Kore Mega tepatberadadi pohonangsana; 

- BahwaketikaPenggugat I membangunpondasi, Penggugat 

ItidakmelaporkepadaSaksiuntukmengetahuibatas-batasnya; 

- BahwaPara Pengggugatmenempatitanahtersebutsejaktahun 2018; 

- Bahwa pada tanahtersebutterdapatkiosmilikMathius Kore Mega dan 

sebelumkiostersebutdibangun, tanahtersebutadalahtanahkosong 

- BahwaselamaSaksimenjabatsebagai RT, 

tidakpernahadamasalahantara Para Penggugat dan Para 

Tergugatterkaitmasalahtanah; 

- Bahwa pada saatdilakukanpengukuranpengembalianbatas, Janda S. 

B. Dimutidakdilibatkan; 

- BahwapengukurandilakukandarititiktembokPenggugat I 

kearahtimurtanahMathius Kore Mega;  

- BahwatanahmilikJanda S. Bole memasukitanahmilikPenggugat I; 

- Bahwaterakhir kali 

SaksipergikelokasisengketaadalahketikadilakukanPemeriksaanSetem

pat oleh Pengadilan; 

Terhadapketerangansaksitersebut, Para Penggugat dan Para 

Tergugatmenyatakanakanmenanggapinyadalamkesimpulan; 

 Menimbang, bahwaselanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah 

mengajukankesimpulannyamasing-masingtertanggal 14 Juli 2020; 

 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala 

sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini ; 

Menimbang, bahwaakhirnya para pihakmenyatakantidakadahal-hal yang 

diajukanlagi dan mohonputusan; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

DALAM EKSEPSI 

Menimbang, bahwamaksud dan tujuanGugatan Para 

Penggugatadalahsebagaimanatersebutdiatas; 

Menimbang, bahwa pada 

pokoknyaGugatanPenggugatadalahmengenaiperbuatanmelawanhukum yang 

telah dilakukan oleh Para Tergugatyang 

menguasaisebagiandarisebidangtanahmilik Para 

Penggugatdenganmembuatrumahbengkel, 2 (dua) buahkuburandan 
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rumahtinggal, yang seluruhnyaseluas 249 m2 (duaratusempatpuluhsembilan 

meter persegi) pada sebidangtanahmilik Para Penggugatyang terletak di 

KelurahanKambaniru, KecamatanKambera, Kabupaten Sumba Timurdengan 

total luastanah: 1.670 m2 (seribuenamratustujuhpuluh meter persegi), 

yangbatas-batasadalahsebagaiberikut: 

- Batas Timur   : Tanah milikMathius Kore Mega; 

- Batas Barat   : Tanah milik Para Penggugat; 

- Batas Selatan   : Tanah milik Willa Rabe; 

- Batas Utara  : Jalan Raya Kambaniru 

Menimbang, bahwaterhadapGugatandari Para Penggugat, Para Tergugat 

telah mengajukanEksepsi; 

Menimbang, bahwaEksepsidari Para Tergugat pada 

pokoknyaadalahmengenaiError in Persona, Error in Objecto, 

CacatFormildanObscuurLiebel; 

Menimbang, bahwaterhadapEksepsidari Para Tergugat, Majelis Hakim 

akanmembertimbangkansebagaiberikut: 

Menimbang, bahwaterkaitgugatanerror in persona, Majelis Hakim 

berpendapatbahwapihak yang menjadiPenggugat II maupun para pihak yang 

ditarik oleh Para PenggugatbaikitusebagaiTergugat V s.dTergugat XI 

sudahsesuaikarenamasing-

masingpihaktersebutmemilikikoneksitasatauhubungan yang 

sedemikianeratnyadenganpihak yang 

berperkaramaupunobjeksengketadalampositaGugatan 

(innerlijkesamenhangen).SedangkantidakditariknyaMathius Kore Mega 

sebagaiTergugatdalamgugatanadalahberalasankarena orang yang telah 

meninggal dunia tidakmungkinlagiuntukdipanggilsecarasah dan 

patutuntukdatangmenghadap di persidangansertasecarateori, hak dan 

kewajibannya demi hukumberalihkepadaahliwarisnya. 

Dengandemikian,eksepsimengenaierror in persona yang diajukan Para 

Tergugattidakberalasanhukumsehinggapatutuntukdinyatakanditolak; 

Menimbang, bahwaterkaitgugatanerror in objecto, Majelis Hakim 

berpendapatbahwadiperlukanpembuktiandalampokokperkarauntukdapatmenilai

apakahgugatan Para Penggugaterror in objecto.Hukum acara perdata dan 

hukumpembuktianmembenarkan dan memberikanhakkepadaPara 

PenggugatmaupunPara Tergugatuntukmembuktikanmasing-

masingdalilnyasertahakkepadaMajelis Hakim 

untukmenilaiadatidaknyakekeliruanobjeksengketadenganmelakukanpemeriksaa
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n di pengadilan. Dengandemikian, Majelis Hakim 

berpendapateksepsimengenaierror in objectoyang diajukan Para Tergugat telah 

masukdalampokokperkarasehinggapatutuntukdinyatakanditolak; 

Menimbang, bahwaterhadapeksepsimengenaigugatancacatformil, Majelis 

Hakim telah menerimasuratgugatanasli yang ditandatangani oleh 

kuasaPenggugatsehinggaMajelis Hakim berpendapatbahwagugatan yang 

diajukan Para Penggugat telah sesuaidenganPasal142  ayat (1) Reglement Tot 

Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg). 

Dengandemikian, 

eksepsimengenaicacatformiltidakberalasanhukumsehinggapatutuntukdinyataka

nditolak;  

Menimbang, bahwaterhadapgugatanobscuurliebel, Majelis Hakim 

menilaijikagugatan yang diajukan oleh Para Gugatan telah 

disusunsecarasistematis dan salingberhubunganantaraposita dan 

petitumsehinggaterhadapeksepsiini, Majelis Hakim berpendapat juga 

tidakberalasanhukumsehinggapatutuntukdinyatakanditolak; 

Menimbang, bahwadengandemikianseluruheksepsidari para 

Tergugatharusdinyatakanditolak dan selanjutnyaMajelis Hakim 

akanmempertimbangkanpokokperkara; 

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa pada 

pokoknyaGugatanPenggugatadalahmengenaisengketakepemilikanterhadapsebi

dangtanah yang dikuasaisebagian oleh Para 

Tergugatdenganmembuatrumahbengkel dan 2 (dua) buahkuburan  dan 

rumahtinggalyang seluruhnyaseluas+249 m2 (duaratusempatpuluhsembilan 

meter persegi) pada sebidangtanahmilik Para Penggugat yang terletak di 

KelurahanKambaniru, KecamatanKambera, Kabupaten Sumba 

Timurdenganbatas-batassebagaiberikut: 

- Batas Timur   : Tanah milikMathius Kore Mega; 

- Batas Barat   : Tanah milik Para Penggugat; 

- Batas Selatan   : Tanah milik Willa Rabe; 

- Batas Utara  : Jalan Raya Kambaniru 

Menimbang, bahwa Para Penggugatmendalilkanjikatanah yang 

menjadiobjeksengketatersebutadalahbagiandaritanahmiliknyayang 
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diperolehberdasarkanSertifikatHak Milik No. 785 yang diterbitkan pada tanggal 2 

November 2000 dengan Surat Ukur No. 09/Kambaniru/2000, denganluas 1.670 

m2 (seribuenamratustujuhpuluh meter persegi); 

Menimbang, bahwa di sisi lain Para 

Tergugatmendalilkanjikaobjeksengketaadalahbagiandaritanahmiliknyaselakuahli

waris yang sahdariAlm. Mathius Kore MegaberdasarkanSertifikatHak Milik No. 

243 Tahun 1986 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 1987 dengan Surat 

UkurNomor 92/1987denganluas 1850m2 (seribudelapanratus lima puluh meter 

persegi); 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka 

dapatdisimpulkanbahwa permasalahan utama dari perkara ini adalah mengenai 

siapa pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas 249 m2 (dua ratus empat 

puluh sembilan meter persegi) yang terletak di KelurahanKambaniru, 

KecamatanKambera, Kabupaten Sumba Timur; 

Menimbang, bahwa oleh karenadalil Para Penggugattersebutada yang 

dibantah oleh Para Tergugat, makamenjadikewajibandari Para 

Penggugatuntukmembuktikandalil-dalilgugatannya, sedangkan Para Tergugat 

juga mempunyaikewajibanuntukmembuktikandalil-dalilbantahannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakuiatausetidak-

tidaknyatidakdisangkalmakamenuruthukumhal-

halsebagaiberikutdapatdipergunakansebagaibukti yang sempurna, yaitu: 

- BahwabenarPenggugat I adalahpemilik yang 

sahdarisebidangtanahseluas1.670m2(seribuenamratustujuhpuluhme

ter persegi) yang terletak di RT 21 RW 002, Kelurahan Kambaniru, 

Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba 

TimurberdasarkanSertifikatHak Milik No. 785 yang diterbitkan pada 

tanggal 20 November 2000 dengan Surat Ukur No. 

09/Kambaniru/2000, yang dibelidariYulius Kore Mega 

(pamandariPenggugat I dan sepupudari Para Tergugat) 

berdasarkanAktaJualBeli No. 278/Desember 2010; 

- BahwabenarPenggugat I 

adalahpemilikdarisebidangbidangtanahseluas1.700m2(seributujuhra

tusmeter persegi) yang terletak di RT 21 RW 002, Kelurahan 

Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba 

TimurberdasarkanSertifikatHak Milik No. 786 yang diterbitkan pada 

tanggal 20 November 2000 dengan Surat Ukur No. 
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10/Kambaniru/2000, yang dibelidariMelkianus Kore Mega 

(pamandariPenggugat I dan sepupudari Para Tergugat) 

berdasarkanAktaJualBeli No. 277/Desember 2010; 

- BahwabenarSertifikatHak Milik No. 785 dan 786 yang dimiliki oleh 

Penggugat I 

menunjukkanbahwakeduatanahtersebutbersebelahandimanaobjekse

ngketadalamperkarainiterletak pada batastimurdariSertifikatHak 

Milik No. 785; 

- BahwabenarTergugat I s.dTergugat IV adalahahliwarisdariMathius 

Kore Mega yang merupakanpemilikdarisebidangtanahseluas 1850 

m2berdasarkanSertifikatHak Milik No. 243 yang diterbitkan pada 

tanggal 26 Juni 1987 dengan Surat UkurNomor 92/1987; 

- BahwabenarSertifikatHak Milik No. 243 yang dimiliki oleh Tergugat I 

s.dTergugat IV 

menunjukkanbahwaobjeksengketadalamperkarainiterletak pada 

batasbaratdaritanahtersebut; 

- Bahwabenarobjeksengketaterletak di 

batastimurtanahmilikPenggugat I dan batasbarattanahmilikTergugat 

I s.d IV; 

- Bahwabenarobjeksengketasaatinidikuasai oleh Para Tergugatyang 

telah dibangunrumahbengkel, 2 (dua) buahkuburan dan 

rumahtinggal yang seluruhnyaberukuranpanjang 87m 

(delapanpuluhtujuh meter) dan lebar 3m (tiga meter) 

atauseluas+249 (duaratusempatpuluhsembilan meter persegi); 

- Bahwabenar pada tahun 2019 telah 

dilakukanpengukuranpengembalianbatasterhadaptanahkeduabelah

pihaknamun Para 

Tergugatmasihberkeberatanterhadaphasilpenetapanbatastersebut 

dansetelahdilakukanmediasi juga 

tetaptidakdapatmenempuhjalurdamaimelaluimusyawarah; 

Menimbang, sesuaidenganketentuanPasal 283 Reglement Tot Regeling 

Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg), 

makaPenggugatberkewajibanuntukmembuktikanseluruhdalilgugatannyaterlebih

dahulu; 

Menimbang, bahwauntukmembuktikandalilgugatannya, ParaPenggugat 

telah mengajukanalatbuktisuratbertanda P-1 s.d P-16, 3 (tiga) orang 
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saksiyaituSaksiYohanesPandango, Saksi Drs. Bisa Adonara dan SaksiPracas 

D. Harisertaalatbuktielektronikbertanda P-17; 

Menimbang, bahwaterhadapalatbuktielektronikbertanda P-17 Majelis 

Hakim akanmempertimbangkansebagaiberikut; 

Menimbang, bahwaP-17 berupa CD-R pada 

dasarnyatergolongsebagaidokumenelektronikmenurutUndang-UndangNomor 19 

Tahun 2016 TentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 11 Tahun 2008 

TentangInformasi dan TransaksiElektronik yang artinyaadalah: 

“setiapinformasielektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 

diterimaataudisimpandalambentuk analog, digital, elektromagnetik, 

optikalatausejenisnya, yang dapatdilihatditampilkan 

dan/ataudidengarmelaluikomputeratausistemelektronik, 

termasuktetapitidakterbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 

fotoatausejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses , symbol atauperforasi 

yang memilikimaknaartiataudapatdipahami oleh orang yang 

mampumemahaminya”; 

Menimbang, berdasarkanPasal dan PenjelasanPasal 5 ayat (1) dan (2) 

dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 

TentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 11 Tahun 2008 

TentangInformasi dan TransaksiElektronik, bahwa pada 

pokoknyakeberadaandokumenelektronikmerupakanperluasandarialatbukti yang 

sahsesuaidengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, 

namundemikianapabiladokumenelektroniktersebutberupahasilintersepsiataupen

yadapanatauperekaman yang merupakanbagiandaripenyadapan, 

makaharusdilakukanataspermintaankepolisian, kejaksaan 

dan/atauinstitusilainnya yang kewenangannyaditetapkanberdasarkanundang-

undang.Lebihlanjutpengertianintersepsiataupenyadapanadalahkegiatanuntukme

ndengarkan, merekam,membelokkan, mengubah, menghambat, 

dan/ataumencatattransmisiInformasiElektronik dan/atauDokumenElektronik 

yang tidakbersifatpublik, 

baikmenggunakanjaringankabelkomunikasimaupunjaringannirkabel, 

sepertipancaranelektromagnetisataupunradio frekuensi.  

Menimbang, berdasarkanhaltersebutdiatas, 

makadapatditarikkesimpulanbahwaperbedaanpenyadapan dan 

merekamterletak pada adatidaknyatransmisiinformasielektronik yang di 

intersepataudiambil. 

Apabilarekamandiambildarikejadiannyatasecaralangsungdenganmenggunakan
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suatu 

media,makaperbuatantersebuttidaktermasukdalamkategoripenyadapankarenain

fromasi yang diambiladalahberupakejadiannyatadan bukansuatuinformasi 

dan/ataudokumenelektronik (transmisi). 

Menimbang, bahwasetelahmelihat dan mencermatibukti P-17, Majelis 

Hakim berpendapatbahwarekamantersebuttidakberisitransmisiinformasi 

dan/ataudokumenelektronik, melainkanberisitentangkejadiannyata yang 

dapatdirekamtanpadiperlukanpermintaandaripihakkepolisian, kejaksaan 

dan/atauinstitusi lain yang berwenang. Dengandemikianbukti P-17 

dapatdinyatakansebagaidokumenelektronik yang 

merupakanperluasandarialatbukti yang sahberdasarkanperaturanperundang-

undangantersebut di atas; 

Menimbang, bahwapetitumpokokdarigugatanPara Penggugatterdapat 

pada petitumpoinnomor 2 (dua) dimana pada pokoknyaPara 

Penggugatmemintadinyatakansebagaipemilik yang 

sahterhadapobyeksengketatersebut; 

Menimbang, bahwauntukmembuktikanpokokdarigugatannya, Para 

Penggugat telah mengajukanbuktiP-9 s.dP-17 dan 3 (tiga) orang 

saksiyakniSaksiYohanisPandango, SaksiPracasDadiHarysertaSaksi Drs. 

BisuAdunarayang pada 

pokoknyamenjelaskanbahwaPenggugatharusdinyatakansebagaipemilik yang 

sahterhadapobyeksengketakarenahasildaripenetapanbatas telah 

menyatakanbahwa Para Tergugatmenguasaitanahmilik Para Penggugat; 

Menimbang, sebelummempertimbangkanbuktitersebutdiatas, Majelis 

Hakim 

akanmempertimbangkanterlebihdahululandasanhukumsehubungandenganpene

tapanbatas pada objeksengketa; 

Menimbang,Pasal 18 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 

TentangPendaftaran Tanah menjelaskanbahwa: “Penetapanbatasbidangtanah 

yang sudahdipunyaidengansuatuhak yang 

belumterdaftaratausudahterdaftartetapibelumadasuratukur/gambarsituasinyaata

usuratukur/gambarsituasi yang adatidaksesuailagidengankeadaan yang 

sebenarnya, dilakukan oleh 

PanitiaAjudikasidalampendaftarantanahsecarasistematikatau oleh Kepala 

Kantor Pertanahandalampendaftarantanahsecarasporadik, 

berdasarkanpenunjukanbatas oleh pemeganghakatastanah yang bersangkutan 
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dan sedapatmungkindisetujui oleh para pemeganghakatastanah yang 

berbatasan.” 

Menimbang, bahwaPasal 20 ayat (1) dan (2) PeraturanMenteri Agraria 

dan Tata Ruang No. 7 Tahun 2019 TentangPerubahanKedua Atas Peraturan 

Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 

TentangKetentuanPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 1997 

TentangPendaftaran Tanah menjelaskanbahwa: 

”Dalamhalterjadisengketamengenaibatasbidang-bidangtanah  yang  berbatasan, 

PanitiaAjudikasidalampendaftarantanahsecarasistematikatauKepala   Kantor 

Pertanahan/petugaspengukuran   yang   

ditunjukdalampendaftarantanahsecarasporadikberusahamenyelesaikannyaseca

radamaimelaluimusyawarahantarapemeganghak dan pemeganghakatastanah 

yang berbatasan, yangapabilaberhasil, penetapanbatas yang 

dihasilkannyadituangkandalamRisalahPenyelesaianSengketa Batas (daftar isian 

200)” “Apabilasampaisaatakandilakukannyapenetapanbatas dan 

pengukuranbidangtanah, 

usahapenyelesaiansecaradamaimelaluimusyawarahtidakberhasil, 

makaditetapkanbatassementaraberdasarkanbatas-batas  yang  

menurutkenyataannyamerupakanbatas-batasbidangtanah  yang  

bersangkutansebagaimanadimaksuddalamPasal  19 ayat  (1)  

PeraturanPemerintahNomor  24 Tahun  1997, dan kepadapihak  yang 

merasaberkeberatan, 

diberitahukansecaratertulisuntukmengajukangugatankePengadilan.” 

Menimbang, bahwaberdasarkanketentuantersebut di 

atasmakaPengadilanberwenanguntukmenyelesaikanpermasalahanmengenaipe

netapanbatas para pihakmelaluihukum acara yang 

berlakukarenapermasalahanpenetapanbatastidakdapatdiselesaikansecaradama

imelaluimusywaraholeh Kantor/PetugasPertanahan; 

Menimbang, bahwaterhadapbukti-bukti yang diajukan Para 

Penggugatterkaitpenetapanbatas, makaMajelis Hakim 

akanmempertimbangkannyasebagaiberikut; 

Menimbang, berdasarkan Bukti P-9 s.d P-11, Majelis Hakim 

memperolehfaktabahwa Para Penggugat telah 

mengajukanpermohonanpenetapanbataskepada Kantor Pertanahan Nasional 

Kabupaten Sumba Timur dan pengukuranpenetapanbatas telah 

diberitahukankepadatetanggabatas dan/atauahliwarisnya yang 

diantaranyaadalah Para Tergugat; 
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Menimbang, berdasarkan Bukti P-16 dan P-17, Majelis Hakim 

memperolehfaktabahwatitikacuanpengukuranpenetapanbatasdiukurdarisebidan

gtanah yang terletak di sebelahtimurtanahmilik Para Tergugat, dan 

darihasilpengukuranpenetapanbatasdiketahuibahwatelah 

terjadipersinggungandimanatanahyang ditempati oleh Para Tergugattelah 

melewatitanah Para Penggugat; 

Menimbang, berdasarkan Bukti P-12 s.d P-14, Para Tergugat telah 

menyampaikankeberatanataspenetapanbatas dan 

terhadapkeberatantersebutpara pihak telah 

diundanguntukmenyelesaikannyasecaradamaimelaluimediasinamuntidakberhasi

lhinggaakhirnyagugatandiajukankepengadilan; 

Menimbang, Bukti P-9 s.d P-

17tersebutdiatasberkesesuaiandenganketeranganSaksiYohanesPandango, 

Saksi Drs. Bisa Adonara dan SaksiPracas D. Hari yang menerangkanbahwa 

Para Tergugatberkeberatanataspenetapanbatasdari Kantor 

PertanahanKabupaten Sumba Timur. Namundemikian, 

keteranganketigasaksitersebuttidakcukupmenguatkandalil Para 

Penggugatterkaitpengukuranpenetapanbatasobjeksengketa, 

mengingatSaksiYohanesPandangohanyamengetahuibatasobjeksengketadari 

Para Penggugat dan tidakmengetahuiasalusuldariobjeksengketatersebut, 

sedangkanSaksi Drs. Bisa Adonara dan SaksiPracas D. Hari 

tidakmemilikisurattugasdaripejabat yang berwenangketikamenjadisaksidalam 

proses pengukuranpenetapanbatasobjeksengketa, 

bahkandalampersidangankeduasaksitersebuttidakdapatmenjelaskanisidariBerita 

Acara pengukuranpenetapanbatasyang ditandatangani oleh mereka; 

Menimbang, bahwaoleh karenadalil dan buktiPara 

PenggugatmengenaipenetapanbatastidakcukupmenguatkanpembuktianPara 

Penggugat, makaMajelis Hakim 

akanmenggunakanhasilpemeriksaansetempatuntukmenilaibatas-batas dan 

luasdariobjeksengketa, mengingatpemeriksaansetempat telah diaturdalamPasal 

180 ayat (1) RBg dan Surat EdaranMahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 

TentangPemeriksaanSetempat. Lebihlanjut, telah 

diulasdalampertimbangansebelumnyadiatasbahwaapabilakeberatanmengenaipe

netapanbatastersebuttidakdapatdiselesaikansecaradamaimelaluimusyawarah , 

makaPengadilanberwenanguntukmenyelesaikansengketatersebutmenggunakan

hukum acara yang berlaku; 
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Menimbang,bahwadalammempertimbangkan dan 

menilaipemeriksaansetempatpada objeksengketa, Majelis Hakim 

dibantudenganhasilpengukuran dan pembuatan peta 

bidangtanahterhadapobyeksengketaketikadilaksanakannyapemeriksaansetemp

at oleh Pengadilan, yang dibuat oleh Kantor PertanahanKabupaten Sumba 

Timur; 

Menimbang, bahwaberdasarkan Surat dari Kantor PertanahanKabupaten 

Sumba Timur Nomor MP.01.02/316-53.11/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 yang 

ditandatanganiKepalaSeksiInfrastrukturPertanahanKabupaten Sumba Timur, 

diperolehfaktabahwaketikapemeriksaansetempatdilakukan dan 

batastanahmasing-masingpihakdiukurberdasarkansertifikatternyatatanah yang 

dikuasai oleh Para Penggugatmaupun Para Tergugat telah melewatibatas-

batastanahberdasarkansertifikatyang dimiliki oleh masing-masingpihak, dengan 

kata lain bahwatidakhanya Para Tergugat yang telah menguasaitanahmilik Para 

Penggugat, melainkan Para Penggugat juga telah menguasaitanahmilik Para 

Tergugat; 

Menimbang, bahwaketikapengukuran peta 

obyeksengketadalampemeriksaansetempatdilakukan, Para Penggugat juga 

terlihattidakmemilikiketegasandalammenunjukbatas-

batastimurtanahnyadenganberulang kali merubahpendapatmengenaititik mana 

yang 

menjadibataspersinggungandariobjeksengketasesuaidengandalilgugatannyayan

g disebabkankarenatidakadanyapilarpembatasyang 

permanendalamobjeksengketa; 

 Menimbang, bahwa agar dapatmempertimbangkandalilgugatanpokok 

Para Penggugatdenganlebihkomprehensif, Majelis Hakim 

akanmempertimbangkanterlebihdahuludalilbantahandari Para Tergugat yang 

pada pokoknyamenyatakanbahwa Para Tergugatadalahpemilik yang 

sahdariobyeksengketa; 

Menimbang, bahwauntukmembuktikandalilbantahannya, Para Tergugat 

telah mengajukanalatbuktisuratbertanda T-1 s.d T-15 serta 3 (tiga) orang 

saksiyaituSaksi Ferry Lulu Lado, SaksiFerdinan Kale Yunus dan Saksi Hendrik 

Hapu H. Andung; 

Menimbang, berdasarkanketeranganSaksi Ferry Lulu Lado dan 

SaksiFerdinan Kale Yunus yang 

merupakantetanggadariobjeksengketasejaktahun 1962 dan 1982, 

diketahuibahwaapabilaobjeksengketadilihatdaribatasutara dan 
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batasselatanmakasebenarnyaletakobjeksengketamasihmenjadibagiandaribidan

gtanah yang dimiliki oleh Para Tergugat; 

Menimbang, berdasarkan Bukti T-15 danketeranganSaksi Hendrik Hapu 

H. 

Andungdiketahuibahwapenyebabterjadinyapermasalahanmengenaipenetapanb

atasiniadalahkarenatanah yang dikuasai oleh Para 

Penggugattidaksesuailagidengansertifikatyang dimiliki, dimanatanahmilik Para 

Penggugat telah bergeser3 (tiga) meterdaribatasbarat yang 

berbatasandengantanahJanda S. Bole kebatastimur yang 

berbatasandengantanah Para Tergugat. Saksi Hendrik Hapu H. 

AndungselakuKetua RT 

darilokasiobjeksengketamenerangkanbahwapergeserantanahtersebutdisebabka

ntanahmilikJanda S. Bole sebagaimana pada Bukti T-15 telah 

memasukitanahPara Penggugatsebagaimana pada Bukti P-3, hal mana telah 

menyebabkantanahmilik Para Penggugatbersinggungandengantanahmilik Para 

Tergugat; 

Menimbang, bahwasetelahmempertimbangkanalat-alatbukti yang 

menguatkandalilpokokgugatandari Para Penggugat dan dalilbantahandari Para 

Tergugat, Majelis Hakim akhirnyamemperolehalatbuktipersangkaan yang 

tidakberdasarkanperaturanperundang-

undangansebagaimanadiaturdalamhukum acara perdata; 

Menimbang, alat-alatbuktidalamhukum acara perdatasesuaidenganPasal 

284 RBg, terdiridari: 

- Bukti tertulis; 

- Bukti dengansaksi-saksi; 
- Persangkaan; 
- Pengakuan-pengakuan; 

- Sumpah; 
 

Menimbang, bahwaPasal 310 

Rbgmenjelaskanbahwapersangkaanataudugaanbelakayang 

tidakberdasarkanperaturanperundang-undanganhanyabolehdigunakan hakim 

dalammemutussuatuperkarajikaitusangatpenting, cermat, tertentu dan 

bersesuaiansatudengan yang lainnya; 

Menimbang,bahwadalamperkarainiMajelis 

Hakimakanmenggunakanalatbuktipersangkaan yang 

diperolehdarikesesuaianalat-alatbukti yang diajukan Para Penggugat dan Para 

Tergugat, sebagaiberikut: 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Hasil PemeriksaanSetempatdari Kantor PertanahanKabupaten 

Sumba Timur menunjukanbahwabidangtanah yang dikuasai oleh 

Para Penggugattidaksesuaidengan Bukti P-1; 

2. Para Penggugattidakyakinatasbatas-

batasobjeksengketaketikadilakukanpemeriksaansetempat; 

3. Tidakadanyapilarpembatasyang permanenpada objeksengketa; 

4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Para 

Penggugattidakdapatmenguatkandalilgugatan Para 

Penggugatkarenahanyamemberikankesaksianatasapa yang 

disampaikan oleh Para Penggugat; 

5. Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugatadalahsaksi-saksi yang 

sudah lamamenjaditetanggadaribatasobyeksengketa dan 

keseluruhsaksimenyatakanbahwaobyeksengketamasihmenjadibagian

daritanah Para Tergugat; 

6. Bukti T-15 dan keteranganSaksi Hendrik Hapu H. 

AndungmenjelaskanbahwatanahPenggugat telah 

bergeserkearahtimursehinggatidaklagisesuaidengansertifikat; 

7. Bukti P-16 dan P-17 berupahasil dan proses penetapanbatas yang 

dilakukan pada tahun 2019 

menunjukkanbahwatitikacuanpengukurandiukurdaritanah yang 

berbatasan pada batastimurmilik Para Tergugat dan 

tidakdiukurdaritanah yang berbatasan pada batasbaratmilik Para 

Penggugat; 

8. Bahwagambarsituasitanahmilik Para Penggugatberdasarkanbukti P-1 

dan P-3 diterbitkan padatanggal 20 November 2000, 

sedangkangambarsituasitanahmilik Para Tergugatberdasarkanbukti 

T-1 diterbitkan pada tanggal 26 Juni 1987; 

Menimbang, bahwadenganadanyakesesuaianalatbukti yang satudengan 

yang lainnya, makaMajelis Hakim berkesimpulanbahwaPara 

Penggugattidakdapatmembuktikanbahwaobjek sengketa yang seluruhnya 

adalah seluas +249 m2 (duaratusempatpuluhsembilan meter persegi) adalah 

satu kesatuan dari bidang tanah milik Para Penggugat; 

Menimbang, bahwadengandemikianpetitumgugatan point 2 (dua) 

harusdinyatakanuntukditolak; 

Menimbang, oleh karena petitum gugatan point 2 (dua) Para Penggugat 

adalah petitum pokok dari gugatan yang memiliki konsekuensi hukum atas 

petitum-petitum selanjutnya seperti petitum poin 3 (tiga) yang menyatakan Para 
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Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan petitum poin 4 

(empat) yang memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan dan 

menyerahkan obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

keseluruhan petitum tersebutdari aspek sosiologis dan filosofis objek sengketa, 

antara lain: 

1. Aspek Sosiologis: Penetapan batas pada objek sengketa yang dapat 

menyebabkan pengosongan terhadap tanah yang berisi kuburan 

manusia adalah sangat bertentangan dengan landasan sosiologis 

masyarakat di negara Indonesia. Tradisi masyarakat Indonesia untuk 

berziarah dan berdoa pada mendiang kerabatnya guna menjaga tali 

persaudaraan atau menghormati jasa para leluhurtelah menjadi 

budaya yang kental danturun temurun dalam kehidupan 

bermasyarakat. Terlebih lagi dalam perkara ini Para Penggugat 

maupun Para Tergugat masih memiliki hubungan kerabat dekat; 

2. Aspek Filosofis: Sila kedua dalam Pancasila telah menjadi landasan 

filosofis bagi setiap perangkat negara dalam membentuk hukum, 

maupun bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa 

hakim dalam membuat putusan harus didasari dengan keadilan 

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang manaputusan hakim 

hendaknya dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan hukum bagi masyarakat.Di sisi lain, masyarakat juga 

diharapkan mampu memegang teguh prinsip kemanusiaan dalam 

menghormati kehidupan masyarakat lainnya, termasuk Para 

Penggugat dan Para Tergugat dalam memahami dan menyikapi 

permasalahan yang terjadi secara bijaksana dan beradab; 

Menimbang, berdasarkanpertimbangan-

pertimbangantersebutdiatasmakapetitumpokokdarigugatanPara 

Penggugatharusdinyatakanditolaksehinggadengansendirinyaterhadappetitum 

yang lain darigugatanPenggugat juga harusdinyatakanuntukditolakseluruhnya; 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para 

Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara; 

 

Memperhatikanketentuan-ketentuan yang diatur padaPasal180 ayat (1) 

RBg, Pasal283 RBg,PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 

TentangPendaftaran Tanah,Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan 

perkara ini; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 53 Halaman 
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp 

 

MENGADILI 

DALAM EKSEPSI 

1. MenolakEksepsi Para Tergugat; 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Menolakgugatan Para Penggugatseluruhnya; 

2. Menghukum Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.4.362.000,-  (empatjutatigaratusenampuluhduaribu rupiah); 

 

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 28Juli 2020, oleh 

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, EMMY 

HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H dan ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H., 

masing-masingsebagai HakimAnggota, putusan inidiucapkan pada hariKamis, 

30 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim 

Ketuadengan didampingioleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 

TABITA EDE S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum 

Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat. 

 

HAKIM-HAKIM ANGGOTA 

                               Ttd.                                                                         

 

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H. 

                               Ttd. 

 

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H. 

HAKIM KETUA 

Ttd. 

 

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.,M.H. 

 

PANITERA PENGGANTI 

Ttd. 

 

TABITA EDE, S.H. 

Perincian biaya  :       

1. Materai ………………………… Rp. 6.000,- 
2. ATK……................................... Rp. 250.000,- 

3. PNBP ………………………….. Rp. 210.000,- 
4. Panggilan…………………….... Rp.1.886.000,- 
5. Pemeriksaan setempat............ Rp. 2.000.000.- 

6. Redaksi………………………… Rp.      10.000,- 
     Jumlah ……………...........  Rp.4.362.000,- 

     (empatjutatigaratusenampuluhduariburupiah) 
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